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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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 P  U  T  U  S  A  N

Nomor  :  04/G/201 1/PTUN.PLK

   ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

 Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya  yang  

memer iksa ,  memutus ,  dan  menyelesa i kan  sengke ta  Tata  Usaha  

Negara  pada  t i ngka t  per tama  dengan  acara  biasa ,  te l ah  

menja tuhkan  Putusan  sebaga i  ber i ku t  d ibawah  in i ,  da lam perkara  

anta ra  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drs.  AKHMAD TAUFIK,  M.Pd,   Kewarganegaraan   Indones ia ,  

Peker j aan  Wira  swasta ,  Tempat  t i ngga l  

d i  Ja lan  G.  Obos IX  /   PERUM CHARITA 

PERMAI  No.  25  RT.  003 / RW.  006 

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan   Jekan  

Raya,   Kota  Palangka  Raya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  d isebu t  sebaga i . . . . . . . . .  

PENGGUGAT ;    

M E L A W A N 

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA,  Tempat  Kedudukan  

di  Ja lan  D. I  Panja i t an  No.  10 

Palangka  Raya ;  - - - - -

Dalam hal  in i  member ikan  kuasa  kepada  

:  - - - - - - - - - -

 Hal   1  da r i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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MELKIANUS  UNMEHOPA,  SH. ,  Jabatan  

Kepala  Seks i  Sengketa  Konf l i k  dan  

Perkara  pada Kanto r  Per tanahan  

Kota  Palangka   Raya;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

YUDIANI ,  SH. ,  Jabatan  Kepala  Sub 

Seks i  Perkara   pada   Kanto r  

Per tanahan   Kota  Palangka  Raya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Keduanya  Warganegara   Indones ia ,  

bera lamat  d i  Ja lan  D. I .  Panja i t an  

No.  10  Kota  Palangka  Raya.  

Berdasarkan  Sura t  Kuasa  Khusus  

Nomor  :   261/600 .14 /62 .71 / IV / 2011 ,  

tangga l  11  Apr i l  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Selan ju t nya  disebu t  

sebaga i  . . . . . . . TERGUGAT ;

 Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  te rsebu t   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca Sura t  Gugatan  Penggugat  te r t angga l  6  Apr i l  2011  

yang   d ida f t a r kan  di  Kepan i t e raan  Pengadi l an  Tata  Usaha  

2

2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Negara  Palangka  Raya  tangga l  6  Apr i l  2011  dengan  Regis te r  

Nomor  :  04/G/2011 /PTUN.PLK.  sebaga imana  te l ah  dipe rba i k i  

pada tangga l   4 Mei   2011 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Ketua  Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Palangka  Raya  Nomor  :  04/PEN.MH/2011/PTUN.PLK  tangga l    6  

Apr i l  2011   ten tang  Penun jukan  Maje l i s  Hakim  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  04/PEN-

PP/2011/  PTUN.PLK.  Tangga l  7 Apr i l  2011  ten tang  Pemer iksaan  

Pers iapan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Telah  membaca  Penetapan  Hakim  Ketua  Maje l i s  Nomor  :  04/PEN-

HS/2011/PTUN.PLK tangga l   4 Mei  2011  ten tang  Penetapan  Har i  

Sidang  ;  - - - - - -

Telah  membaca  berkas  perkara  Nomor  :  04/G/2011 /PTUN.PLK 

beser ta  se lu ruh  lampi ran  yang  te rdapa t  d i  

da lamnya  ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Telah  membaca  dan  memperhat i kan  sura t - sura t  bukt i  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  dan  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

Telah  mendengar  kete rangan  para  pihak  dipe rs i dangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal   3  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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TENTANG DUDUKNYA PERKARA

 Bahwa  Penggugat    da lam  sura t    gugatannya  te r t angga l  

6 Apr i l  2011  yang   

d ida f t a r   d i   Kepani te r aan   Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  

Palangka  Raya  tangga l   6  Apr i l  2011  dalam  reg i s t e r  perkara  

Nomor  :  04/G/2011 /PTUN.PLK.  yang  te l ah  dipe rba i k i  pada  tangga l  

4 Mei  2011,  Penggugat   mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  ob jek  Gugatan  ada lah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangkaraya  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 /  I I I / 2 011 ,  tangga l  31  Maret  2011,  Per iha l  

Permohonan  Hak mi l i k  Atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK  M.Pd Seluas  

200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 te r l e t a k  di  J l .  

G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  Jekan  Raya  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Adapun  yang  menjad i  dasar  d ia jukan  gugatan  ada lah :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Sura t  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  aquo  baru  dike tahu i  

dan  di te r ima  oleh  PENGGUGAT pada  tangga l  5  Apr i l  2011  

mela lu i  Sdr .  Ramba,  dengan   demik ian   gugatan  in i  d ia j ukan  

masih  da lam  tenggang  waktu  90  (Sembi l an  puluh)  har i  

sebaga imana  di ten tukan  da lam Pasal  55 Undang- Undang  Nomor  

5  Tahun  1986  Jo  Undang Undang Nomor    9 Tahun  2004  Jo  UU 

4
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Nomor    51  Tahun  2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang  dike lua rkan  oleh  

TERGUGAT te r sebu t  te l ah  memenuhi  Pasal  1  angka  9  Undang-

Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo  Undang  Undang  Nomor   9 Tahun  

2004  Jo  Undang  Undang  Nomor  51  Tahun   2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  PENGGUGAT memi l i k i  5  ( l ima )  buah  bidang  tanah  yang  

ber lokas i  (a ) ,  te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  200 M2,  tanah  

in i  d i  be l i  dar i  Sdr .  SAIDUL  ABROR  dengan  bukt i  

kepemi l i k an  ada lah   SKT (b) .   te r l e t a k  di  J l .  G.  Obos  IX  

yang  di  be l i  dar i   Sdr .  Abdul  Manan  Seluas  619 M2  dengan  

bukt i   kepemi l i k an   ada lah  SKT (c ) ,  Berada  di  Ja lan  Mer ica  

di  be l i  dar i  Sdr .  Dwiyana  dengan  bukt i  kepemi l i k an  ada lah  

SKT  (d)  Berada  di  ja l an  Mer ica  d ipe ro l eh  dar i  has i l  

pembel i an   dar i   saudara  Sugiannor   dengan  bukt i  

kepemi l i k an  ada lah  SKT.  (e ) ,  

Berada  di  ja l an  J in tan  d ipe ro leh  has i l  pembel i an  dar i  Sdr .  

Atok  Andara  dengan  bukt i  kepemi l i k an  ada lah   SKT.  Untuk  

meningka tkan  bukt i  kepemi l i k an  maka PENGGUGAT mendaf ta r kan  

permohonan  hak  mi l i k  ke  BPN Kota  Palangka  Raya  pada  

tangga l  2  Mei  2008  dengan  persyara tan :  Formul i r  

permohonan,  fo to  copy  KTP,  bukt i  kepemi l i k an  tanah ,  PBB 

Hal   5  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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tahun  2008.  Sebaga imana  d i t en tukan  dalam Pera tu ran  Ka BPN 

RI  No 1 Tahun  2005  Jo  No 1 Tahun  2010  Lampi ran  I I  No :  1  

Tentang  Pelayanan  Pendaf ta ran  Tanah  Per tama  Kal i .  Berkas  

Permohonan  hak  mi l i k  PENGGUGAT dinya takan  lengkap  pada  

tangga l  2  Ju l i  2008  dan  langsung  dimin ta  membayar  biaya  

pengukuran  dan  Pendaf ta ran  Hak  sebesar  biaya  yang  

di t e t apkan ,  maka  kemudian  di l akukan  pengukuran  dengan  

petugas  ukur  untuk  wi layah  Mer ica  Sdr .  Suyanto  dan  Daerah  

G.  Obos  IX  Sdr .  Har tono .  Sete lah  di l akukan  pengukuran  di  

lakukan  pengumuman,  Waktu  pembuatan  peta  d i  atas  Tanah  J l ,  

G,  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  pada  Peta  di  BPN te rdapa t  

tu l i s an  bahwa  tanah  yang  dibe l i  dar i  Sdr .Abdu l  Manan 

tumpah t i nd i h   dengan  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  4396/Menteng  an  

Hj .  Bar iah .  Kemudian  petugas  ukur  saya  ber i  tahu  bahwa 

ser t i f i k a t  4396  bukan  an.  Hj .  Bar iah  mela inkan  an.  I r ,  

Sahro j i  yang  ser t i f i k a t n ya  te l ah  dicabu t  dan  digan t i .  Hal  

in i  PENGGUGAT  ketahu i  saat  PENGGUGAT akan  membel i  tanah  

an.  Hj .  Bar iah  dengan  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  nomor  3837  NIB  

00127  Sura t  Ukur  Nomor  4791/2002  yang  berba tasan  sebe lah  

uta ra  dengan  Sdr .  Abdul  Manan  (yang  d ia j ukan  permohonan  

hak  mi l i k  o leh  PENGGUGAT)  sebe lah  se la tan  berba tasan  

dengan  Sdr .  Horn ison ,  sebe lah  Timur  berba tasan  dengan  Sdr .  

Siwuh  dan  sebe lah   bara t   berba tasan   dengan  J ln .  G.  Obos 

IX .   Sete lah  saya  ber i t ahu  kemudian  petugas  ukur  tu run  

ke lapangan  kembal i  dengan  Kasie  Pengukuran  Sdr .  

Samsur i za l ,  saat  d i  lapangan  langsung  menemui  Sdr .  I r .  

6

6
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Sahro j i  pemi l i k  ser t i f i k a t  HM 4396  dan  membuka ser t i f i k a t  

as l i  mi l i k  I r .  Sahro j i  d ike temukan  pada   ser t i f i k a t  

te rsebu t   ada tu l i s an  bahwa  ser t i f i k a t  HM 4396  d i  

cabut  dan  digan t i .  Posis i  mi l i k  Sdr .  I r .  Sahro j i   sebe lah  

Utara  berba tasan  dengan  Sdr .  Horn ison  dan  sebe lah  Sela tan  

berba tasan  dengan  I r .  Husna  Wi jaya  dengan  nomor  Hak mi l i k  

5658  yang  k in i  menjad i  mi l i k  PENGGUGAT dengan  perba i kan  

data  yang  ada  d i  BPN Kota  maka   data  f is i k  maupun data  

yur id is  t idak  ada  masalah.  Berhubung  data  f i s i k  dan  data  

yur id i s  t i dak  ada  masalah  maka PENGGUGAT t i ngga l  menunggu  

Pembukuannya.  Beberapa  har i  kemudian   PENGGUGAT menanyakan  

pada  petugas  di  BPN ya i t u  pada  Saudara  Ramba dike tahu i  

bahwa proses  permohonan  hak  berada  pada  t i ngka t  pembuatan  

SK.  Meru juk  pada  atu ran  seyogyanya  permohonan  ser t i f i k a t  

PENGGUGAT  se lesa i  pada  Bulan  November  Tahun  2008.  

Berhubung  permohonan  penerb i t an  ser t i f i k a t  sudah  lama  dan  

t i dak  ada  penye lesa ian  sedangkan  secara  data  f i s i k  dan  

yur id i s  t i dak  ada  masalah  karena  sudah  masuk  proses  SK,  

maka PENGGUGAT  memohon bantuan  kepada  WALI  KOTA  mela lu i  

sura t   Nomor:  46/CARITHA/ IX /1999 ,  Tangga l  5 September  2009  

Per iha l  MOHON BANTUAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  BIDANG 

PERTANAHAN.  Sura t  te rsebu t  d i t embuskan  dian ta ranya  ke  BPN 

Pusat .  Dar i  sura t  yang  di tu j ukan  ke  Wal i  Kota  mendapatkan  

tanggapan  dar i  BPN Pusat  dengan  sura t  Nomor  4207/14 .1 -

100/X /2009 ,  tangga l  16  Oktober  2009  Per iha l  MOHON BANTUAN 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  BIDANG PERTANAHAN.di tu j u kan  

Hal   7  dar i   ha l   56  Put .  No.  
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kepada  Ka Kanwi l  BPN Kal teng  yang  tembusannya  disampaikan  

kepada  PENGGUGAT yang  di tanda  tangan i  o leh  Deput i  Bidang  

Hak Tanah  dan   Pendaf ta ran  Tanah.  Sete lah  sura t  BPN Pusat  

d i t e r ima  oleh  TERGUGAT,  maka  TERGUGAT meminta  ketemu  

PENGGUGAT  mela lu i  Sdr .   Nasi r  dan  kami  ketemu  sebanyak  

t i ga  ka l i  d i  Hote l  Aquar i us ,  da lam per temuan  i t u  TERGUGAT 

meminta  PENGGUGAT  untuk  mencabut  pengaduan  dengan  

konsekuens i  5 ( l ima)  buah  permohonan  penerb i t an  ser t i f i k a t  

d ip roses  dalam  waktu  re la t i v e  s ingka t .  Guna  memenuhi  

permin taan  TERGUGAT  maka  PENGGUGAT  pada  tangga l  30 

November  2009  mencabut  pengaduan  dengan  bahasa  ucapan  

te r imakas ih  mela lu i  sura t  No :  67/  ARITHA/XI /009 ,  Per iha l  

UCAPAN TERIMAKSIH,  di  Tujukan  kepada  Kepala  BPN RI  d i  

Jakar ta ,  dengan  Tembusan  Kepada  Ka  Kanwi l  BPN Kal teng ,  

Wal i  Kota  dan  Ka  Kan  BPN Kota  Palangkaraya .  Sura t  BPN 

Pusat  te rsebu t  d i tanggap i  o leh  TERGUGAT dengan  sura t  Nomor  

:  408/300 .62 /71 /X I I / 2 009 ,  Tangga l  1 Nopember  2009,  Per iha l  

Mohon  Bantuan  Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Per tanahan,  

yang   d i tu j u kan   Kepada   Ka   Kanwi l   BPN  Kal imantan  

Tengah   yang  tembusannya  dian ta ranya  disampaikan  pada  

PENGGUGAT.   Pada  bag ian  Kedua  angka  dua  TERGUGAT 

menyatakan  dengan  demik ian  proses  pember ian  haknya  dapat  

d i t e ruskan .  namun kenyataannya  sete lah  PENGGUGAT mencabut  

pengaduan  dengan  bahasa  ucapan  te r imakas ih  te rnya ta  

TERGUGAT hanya  menyelesa i kan  t i ga  buah  ser t i f i k a t ,  i t upun  

meminta  uang  imba lan  sebesar .  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  

8
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rup iah )  untuk  tanda  tangan  SK dengan  pernya taan  t i dak  ada  

uang  t i dak  ada  tanda  tangan  untuk  penerb i t an  SK,  saat  i t u  

i s t r i   PENGGUGAT hanya  bawa  uang  Rp.  3.000 .000 , -  ( t i ga  

ju t a  rup iah ) ,  uang  sebesar  i t u  diber i kan  semuanya  dengan  

pemik i r an  dar i  pada  SK t i dak  d i t anda  tangan i  maka  uang  

te rsebu t  d ise rahkan .  Uang te rsebu t  d iambi l  TERGUGAT sambi l  

menyatakan  bahwa  uang  te rsebu t  bukan  leve l  Ka  Kan.  Pada  

saat  i t u  yang  ada  di ruangan  TERGUGAT ada lah  Sdr .  Ramba,  

Sdr .  Endah  dan  Stap   Notar i s   Agust r i .   Pengambi lan  

ser t i f i k a t ,  TERGUGAT juga  meminta  uang  imba lan  sebesar  Rp.  

5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  namun hanya  dibe r i  sebesar  

Rp  3.000 .000 , -  ( t i ga  ju ta  rup iah ) .  Kemudian  yang  dua  

bidang  TERGUGAT  ber jan j i  akan  secepatnya  menyelesa i kan  

dengan  pernya taan  s iapkan  dananya  dan  dana  yang  Rp.  

3.000 .000  ( t i ga  ju t a  rup iah )  in i  d i  tambah  nant i  

berpengaruh  pada  proses  ber i ku tnya .  Begi tu  di tunggu  tunggu  

t i dak  ada  penye lesa ian ,  namun  PENGGUGAT maupun  is t r i  

PENGGUGAT pernah  mel iha t  d i  buku  reges te r  yang  ada  pada  

Saudara  Ramba bahwa berkas  yang  masuk  sete lah  tangga l  17  

Ju l i  2008  ser t i f i k a t n ya  se lesa i ,  sebaga i  contoh  mi l i k  Sdr .  

Juna id i  Seregar  dan  mi l i k  Johnny  Tangkudung,  sedangkan  

untuk  sementa ra  TERGUGAT menyatakan  t i dak   melayan i  /  

menangguhkan  Permohonan  Hak  Mi l i k  berdasarkan  Sura t  

Nomor  :  602.045 .42 ,  tangga l  17 Ju l i  2008  Per iha l  Pelayanan  

dib i dang  Per tanahan  Pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Palangkaraya ,  dan  pengumuman  yang  d i  pasang  pada  Loket  
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yang  berhas i l  d idokumentas i kan  tangga l  13 Apr i l  2011  puku l  

9.22  Wib  masih  te rpasang ,  Di  Har ian  Banja r  Masin  post  

tangga l  3  Maret  2011  Sdr .  TERGUGAT menegaskan  bahwa  

pihaknya  t i dak  lag i  melayan i  usu lan  penerb i t an  ser t i f i k a t  

baru ,  se jak  Ju l i  2008,  j i k a  pun ada ser t i f i k a t  yang  te rb i t  

sete lah  tangga l  te rsebu t ,  i t u  merupakan  ser t i f i k a t  yang  

usu lannya  masuk  sebe lum  Ju l i  2008 ,  namun kenyataannya  di  

papan  pengumuman  te rpampang  Pengumuman  atas  nama  Drs .  

JOHNNY TANGKUDUNG te r t angga l  14  Januar i  2010  per iha l  

Pengumuman  Data  Fis i k  dan  Data  Yur id i s  Permohonan  Hak 

Mi l i k ,  yang  di tanda  tangan i  langsung  o leh  TERGUGAT.  Hal  

in i  merupakan  fak ta  bahwa  TERGUGAT  dalam  member ikan  

Pelayanan  Penerb i t an  Ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  d isk r im ina t i f  

ya i t u  satu  s is i  t i dak  melayan i  dengan  alasan  RTRWP di  s is i  

la i n  melayan i  penerb i t an  ser t i f i k a t  hak  mi l i k  dengan  

kesepaka tan  atau  nego.  Atas  dasar  ha l  te rsebu t  maka pada  

Tangga l   6 Januar i   2011  PENGGUGAT  mengi r im   sura t   pada  

TERGUGAT, namun  t i dak  ada  jawaban.  Sete lah  t i dak  ada  

tanggapan  maka  pada  tangga l  30  Maret  2011  melakukan  

pengaduan  dan  mendapatkan  jawaban  sura t  Nomor:  

226/300 .5 .62 .71 / I I I /  2011,  tangga l  31  Maret  2011,  namun 

berkas  belum di t e r ima  karena  dana  yang  te lah  dise to r  t i dak  

tu ru t  ser ta  dikembal i kan  pada  PENGGUGAT, sebab  bi l a  berkas  

PENGGUGAT  te r ima  tanpa  uang  yang  te lah  dise to r  

d ikembal i kan  maka  saat  PENGGUGAT  memasukkan  berkas  

kembal i ,  maka  prosedur  akan  mula i  dar i  no l  ya i t u  
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pendaf ta r an ,  pembayaran  b iaya  di  loke t ,  pengukuran  dan  

pemetaan,  pengumuman  baru  pembukuan  dan  penerb i t an  

ser t i f i k a t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  UU Pokok  Agrar i a  Nomor  5 Tahun 1960.  Pasa l  9  

ayat  (2 )  Tiap - t i ap  warga- negara  Indones ia ,  ba ik  lak i - lak i  

maupun  wani ta  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  

mempero leh  sesuatu  hak  atas  tanah  ser ta  untuk  mendapat  

manfaa t  dar i  has i l n ya ,  ba ik  bagi  d i r i  send i r i  maupun  

ke lua rganya  dan  berdasarkan  Pasal  19  ayat  (1 )  menyatakan  

bahwa  Untuk  menjamin  kepast i an  hukum  oleh  Pemer in tah  

diadakan  pendaf t a r an  tanah  dise lu r uh  wi layah  Republ i k  

Indones ia  menuru t  keten tuan- keten tuan  yang  dia tu r  dengan  

Pera tu ran  Pemer in tah .  Pasa l  19  ayat  (2 )  menyatakan  

Pendaf ta ran  te rsebu t  da lam ayat  (1 )  pasa l  in i  mel ipu t i : a .  

pengukuran  perpe taan  dan  pembukuan  tanah ;  b.  pendaf ta r an  

hak- hak  atas  tanah  dan  pera l i h an  hak- hak  te rsebu t ;  c.  

pember ian  sura t - sura t  tanda  bukt i  hak,   yang   ber laku  

sebaga i   a la t   pembukt i an  yang  kuat .  Dalam pen je l asan  UU 

Pokok  Agrar i a  Nomor  5  Tahun  1960  BAB  IV  menyatakan  

pendaf ta r an  tanah  sesua i  dengan  tu juannya  ya i t u  akan  

member ikan  kepast i an  hukum,  pendaf t a ran  i t u  diwa j i b kan  

bag i  para  pemegang  hak  yang  bersangku tan ,  dengan   maksud  

agar   mereka   mempero leh  kepas t i an  ten tang  haknya  i t u .  

Sedangkan  pasa l  19  di tu j u kan  kepada  Pemer in tah   sebaga i  

Hal   11  dar i   ha l   56  Put .  No.  
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ins t r uks i  ;    agar   d ise lu r uh   wi layah   Indones ia  

diadakan  pendaf ta ran   tanah   yang  bers i f a t  " rech ts -  

kadaste r " ,  ar t i n ya  yang  ber tu j uan  menjamin  kepas t i an  hukum 

;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Bahwa berdasarkan  UU Nomor  8  Tahun  1974  Jo  UU Nomor  43  Tahun  

1999  Tentang  Undang  Undang  Pokok  Kepegawaian  Pasal  3  ayat  

(1 )  Pegawai  Neger i  berkedudukan  sebaga i  unsur  apara tu r  

negara  yang  ber tugas  untuk  member ikan  pe layanan  kepada  

masyaraka t  secara  pro fes i ona l ,  ju j u r ,  ad i l ,  dan  merata  

da lam  penye lenggaraan  tugas  negara ,  pemer in tahan ,  dan  

pembangunan ;  - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  

PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI  KORUPSI,  

KOLUSI  DAN NEPOTISME.  BAB I I I  Pasa l  3 ayat  (1 )  yakn i  Asas  

Kepast i an  Hukum.  Yang d imaksud  asas  kepas t i an  hukum ada lah  

asas  dalam  Negara  hukum  yang  mengutamakan  landasan  

pera tu ran  perundang  undangan,  kepatu tan  dan  kead i l an  dalam 

set i ap  keb i j akan  penye lenggara  negara ,  ayat  6  yakn i  asas  

pro fes i ona l i t a s ,   Yang  dimaksud  dengan  “Asas  

Pro fes iona l i t a s ”  adalah  asas  yang  mengutamakan  keah l i an  

yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku .  Pasa l  5  ayat  (6 )  Set iap  

Penye lenggara  Negara  berkewaj i ban  untuk  melaksanakan  tugas  

dengan  penuh  rasa  tanggung jawab  dan  t i dak  melakukan  
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perbua tan  te rce l a ,  tanpa  pamr ih  ba ik  untuk  kepent i ngan  

pr ibad i ,  ke lua rga ,  kron i ,  maupun  ke lompok,  dan  t i dak  

mengharapkan  imba lan  dalam bentuk  apapun  yang  ber ten tangan  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  

;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  

Pelayanan  Publ i k  :Pasa l  15  huru f  f  Yai tu  penye lenggara  

harus  member ikan  Pelayanan  sesua i  dengan  standar  

Pelayanan ,  dan  berdasarkan  Pasa l  21  huru f  d  penye lenggara  

harus  member ikan  Pelayanan  sesua i  jangka  waktu  

Penye lesa ian   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Berdasarkan  TAP  MPR No.  I I I /MPR/2000  ten tang  Sumber  

Hukum dan  Tata  Urutan  Pera tu ran  Perundang- undangan,  ta ta  

uru tan  pera tu ran  perundang- undangan  Republ i k  Indones ia  

ada lah :1 ) .  Undang- Undang  Dasar  1945  2) .  Kete tapan  Maje l i s  

Permusyawara tan  Rakyat  Republ i k  Indones ia  3. )  Undang-

Undang  4)  Pera tu ran  Pemer in tah  Penggant i  Undang- undang  

(Perpu) .  5) .  Pera tu ran  Pemer in tah6 ) .  Keputusan  Pres iden  

7) .  Pera tu ran  Daerah  ;  - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  UNDANG-UNDANG REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR 10 

TAHUN  2004  TENTANG  PEMBENTUKAN  PERATURAN  PERUNDANG-

UNDANGAN pada  Pasal  7  ayat  (1 )  menyatakan  Jen is  dan  

hie ra r k i  Pera tu ran  Perundang- undangan  ada lah  sebaga i  

Hal   13  dar i   ha l   56  Put .  No.  
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ber i ku t  :  a.  Undang- Undang Dasar  Negara  Republ i k  Indones ia  

Tahun  1945;  b.  Undang- Undang/Pera tu ran  Pemer in tah  

Penggant i  Undang- Undang;  c.  Pera tu ran  Pemer in tah ;d .  

Pera tu ran  Pres iden ;  e.  Pera tu ran  Daerah  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bahwa berdasarkan  PP 24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  

BAB  I  Pasa l  1  menyatakan  Pendaf ta ran  tanah  ada lah  

rangka ian  keg ia tan  yang  di l akukan  oleh  Pemer in tah  secara  

te rus  menerus ,  berkes inambungan  dan  te ra tu r ,  mel ipu t i  

pengumpulan ,  pengo lahan ,  pembukuan,  dan  penya j i an  ser ta  

pemel iha raan  data  f i s i k  dan  data  yur id i s ,  da lam  bentuk  

peta  dan  daf ta r ,  mengenai  b idang- bidang  tanah  dan  satuan-

satuan  rumah  susun,  te rmasuk  pember ian  sura t  tanda  bukt i  

haknya  bag i  b idang- bidang  tanah  yang  sudah  ada  haknya  dan  

hak  mi l i k  atas  satuan  rumah  susun  ser ta  hak- hak  te r t en tu  

yang  membebaninya .  Pasa l  3  Pendaf ta ran  tanah  ber tu j uan  :  

a) .  untuk  member ikan  kepast i an  hukum  dan  per l i n dungan  

hukum kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah ,  satuan  

rumah  susun  dan  hak- hak  la i n  yang  te rda f t a r  agar  dengan  

mudah dapat  membukt i kan  di r i n ya  sebaga i  pemegang  hak  yang  

bersangku tan ;  b) .  untuk   menyediakan   in fo rmas i   kepada  

pihak - pihak   yang  berkepen t i ngan .  Pasa l  6  ayat  (1 )  Dalam 

rangka  penye lenggaraan  pendaf ta ran  tanah  sebaga i - mana 

dimaksud  dalam Pasal  5 tugas  pelaksanaan  pendaf ta r an  tanah  

di l akukan  oleh  Kepala  Kanto r  Per tanahan ,  kecua l i  keg ia tan -

14
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keg ia tan  te r t en tu  yang  oleh  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  atau  

perundang- undangan  yang  bersangku tan  di tugaskan  kepada  

Pejaba t  la i n .  Pasa l  30  menyatakan  bahwa  yang  data  f i s i k  

dan  data  yur i d i s nya  sudah  lengkap  dan  t i dak  ada  yang  

disengke takan ,  d i l akukan  pembukuannya  dalam  buku  tanah  

menuru t  keten tuan  Pasal  29  ayat  (1 ) ;  Pasa l  31  ayat  (1 )  

Ser t i p i k a t  d i te rb i t k an  untuk  kepent i ngan  pemegang  hak  yang  

bersangku tan  sesua i  dengan  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  

yang  te l ah  dida f t a r  da lam buku  tanah  sebaga imana  dimaksud  

dalam Pasa l  30 ayat  (1 ) .  Pasal  63 Kepala  Kanto r  Per tanahan  

yang  dalam  melaksanakan  tugasnya  mengabaikan  keten tuan  

dalam  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  dan  keten tuan  dalam 

pera tu ran  pelaksanaannya  ser ta  keten tuan - keten tuan  la i n  

da lam  pelaksanaan  tugas  keg ia tan  pendaf t a r an  tanah  

dikenakan  sanks i  admin is t r a t i f  sesua i  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  berdasarkan  Pera tu ran  Kepala  BPN Nomor  Nomor  1  tahun  

2005  Jo  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Standar  Pelayanan  dan  

Pengatu ran  Per tanahan  nomor  1 Bab I I I  Persyara tan  Pasa l  6  

apab i l a  persyara tan  dimaksud  pada  ayat  (2 )  t i dak  lengkap  

maka  Kantor  Per tanahan ,  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  menolak  berkas  permohonan.   Bab V Tentang  Waktu  

Pasa l  8  ayat  1  dan  2  di  ura i kan  pada  lampi ran  I I  ya i t u :  

Penye lesa ian  Penerb i t an  Ser t i f i k a t  se lama  98  (sembi l an  

puluh  delapan)  Har i  se jak  pener imaan  berkas  lengkap  dan  

Hal   15  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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te lah  lunas  pembayaran  biaya  yang  di te t apkan  dan  ayat  (2 )  

jangka  waktu  sebaga imana  d imaksud  ayat  (1 )  ada lah  jangka  

waktu  pal i ng  lama  untuk  penye lesa ian  masing  masing  jen i s  

pe layanan  per tanahan  yang  hi t ung  berdasarkan   har i   ker j a .  

BAB VI   Tentang   Prosedur   Pasa l  9  di  ura i kan  pada  

lampi ran  I I I  BPN RI  1. I  Alu rnya  1) .  Pemohon  mengajukan  

Permohonan-  2) ,  Pener imaan  dan  Pemer iksaan  Dokumen 

Pemohon-  3) ,  Pener imaan  Pembayaran  Biaya  Pengukuran  

Pemer iksaan  tanah  dan  Pendafa ta ran  Tanah-  4) ,  Pengukuran  

dan  Pemer iksaan  Tanah-  5)  Pengumuman-  6) .   Pembukuan  Hak 

dan  Penerb i t an  Ser t i f i k a t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa biaya  pendaf ta ran  tanah  untuk  per tama  ka l i  te lah  dia tu r  

berdasarkan  PP No:  13  Tahun  2010   TENTANG JENIS  DAN TARIF  

ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAl . .  Pasal  15  Jen is  Pener imaan  

Negara  Bukan  Pajak  yang  berasa l  dar i  Pelayanan  Pendaf ta ran  

Tanah  sebaga imana  dimaksud  dalam Pasal  1 huru f  e mel ipu t i :  

a.  Pelayanan  Pendaf ta ran  Tanah  Untuk  Per tama  Kal i ;  dan  b.  

Pelayanan  Pemel iha raan  Data  Pendaf ta ran  Tanah.  Pasal  16 

(1 )  Tar i f  Pelayanan  Pendaf ta ran  Tanah  untuk  Per tama  Kal i  

sebaga imana  dimaksud  dalam  Pasa l  15  huru f  a  berupa  

Pelayanan  Pendaf ta ran :  a.  Keputusan  Perpan jangan  Hak  Atas  

Tanah  untuk  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  atau  Hak 

Paka i  Ber jangka \  Waktu ;  dan  b.Keputusan  Pembaruan  Hak Atas  
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Tanah  untuk  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  atau  Hak 

Paka i  Ber jangka  Waktu ,  d ih i t ung  berdasarkan  rumus  T = (2‰ 

x  Ni la i  Tanah)  +  Rp.100.000 ,00  (2 )  Tar i f  Pelayanan  

Pemel iha raan  Data  Pendaf ta ran  Tanah  sebaga imana  d imaksud  

dalam  Pasa l  15  huru f  b  berupa  Pelayanan  Pendaf ta ran  

Pemindahan  Pera l i han  Hak  Atas  Tanah  untuk  Perorangan  dan  

Badan  Hukum,  dih i t ung  berdasarkan  rumus  T  =  (1‰ x  Ni la i  

Tanah)  + Rp 50.000 ,00 .   pada  Lampi ran  PP Nomor  :  13  Tahun  

2010  Nomor  :  I I  A angka  1 Perb idang  Rp.  50.000 , -   angka  2  

perb idang  Rp.  50.000 , -   atau  d i t o t a l  b iaya  se lu ruhnya  

untuk  pendaf t a ran  tanah  per tama  ka l i  b iayanya  t i dak  sampai  

Rp.  500.000 , -  ( l ima  ra tus  r i bu  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa Sura t  Gubernur   Nomor  :  525/1477 /EK  tangga l  31  Desember  

2009  Per iha l  Ser t i f i k a s i  Per tanahan,  yang  di tu j u kan  

Kepada  Ka  Kanwi l  BPN Kal imantan  Tengah  yang  tembusannya  

dian ta ranya  di tu j u kan  kepada  Ka Kan BPN Kota  Palangkaraya ,  

d isebu tkan  bahwa  pember ian  ser t i f i k a s i  per tanahan  bag i  

masyaraka t  Prop ins i  Kal teng  yang  merupakan  kewenangan  BPN 

Prop ins i  Kal teng  sepenuhnya  dise rahkan  kepada  BPN 

setempat ,  sesua i  dengan  mekanisme Pera tu ran  yang   ber laku ,  

khusus  untuk  Kota  Palangkaraya  proses  dapat  te rus  ber ja l an  

sebaga imana  mest inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal   17  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Bahwa  PENGGUGAT te l ah  mener ima  sura t  dar i  TERGUGAT Nomor  :  

408/  300.62 /71 /X I I / 2 009 ,  Tangga l  1  Nopember  2009,  Per iha l  

Mohon  Bantuan  Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Bidang  

Per tanahan,  yang  di tu j u kan  Kepada  Ka Kanwi l  BPN Kal imantan  

Tengah  yang  tembusannya  dian ta ranya  d isampaikan  pada  

PENGGUGAT,  pada  bagian  dua  menyatakan  bahwa  proses  

pember ian  haknya  dapat  d i te ruskan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  Sura t  Nomor  :  602.045 .42 ,  tangga l  17  Ju l i  

2008  Per iha l  Pelayanan  dib i dang  Per tanahan  Pada  Kantor  

Per tanahan  Kota  Palangkaraya ,  dan  mela lu i  penggumuman yang  

di  pasang  pada  Loket  sampai  saat  in i  yang  berhas i l  

d idokumentas i kan  tangga l  13  Apr i l  2011  puku l  9.22  Wib 

masih  te rpasang  menyatakan  BPN Kota  Palangkaraya  untuk  

sementa ra  t i dak  melayan i /menangguhkan  Permohonan  Hak Mi l i k  

dan has i l  per temuan  anta ra  Ka Kan BPN Kota  yang  didamping i  

se lu ruh  Pejaba t  Eselon  IV  BPN Kota  d i  anta ranya  Sdr .  

Melk i ,  Darsan ,  Ison ,  Samsur i za l  dengan  Ja ja ran  REI  Kal teng  

di  Kampung Lauk  menyatakan  bahwa berkas  yang  masuk  sebe lum 

tangga l  17  Ju l i  2008  di  proses  sebaga imana  mest inya  dan  

sete lah  tangga l  17  Ju l i  2008  loke t  d i t u t up ,  Pada  Har ian  

Banja r  Masin  post  tangga l  3 Maret  2011  TERGUGAT menegaskan  

pihaknya  berkomi tmen  untuk  te tap  memproses  800   usu lan  

sere t i f i k a t  baru  yang  masuk  sebe lum  ju l i  2008  la l u ,  

asa lkan  benar - benar  t i dak  ada  masalah  ;  

18

18
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  yang  di j ad i kan  Dasar  sura t  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  Per iha l  

Permohonan  Hak  mi l i k  Atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK  M.Pd 

Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 

te r l e t a k  d i  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  

Jekan  Raya  ada lah  Sura t  Menter i  Kehutanan  RI  Nomor:  

5.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  2010,  per iha l  

Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kawasan  APL  Pada  Revis i  RTRWP 

Kal iman tan  Tengah,  Yang  di tu j u kan  Kepada  Gubernur  

Kal iman tan  Tengah,  menyebutkan ,  pada  Rencana  Tata  Ruang 

Wi layah  Prop ins i  Kal imantan  tengah,  d i rekomendas ikan  

Perubahan  perun tukan  kawasan  hutan  se luas  ± 1.405 .595  Ha,  

dimana  ±  1.168 .656  Ha   merupakan  perubahan  perun tukan  

kawasan  hutan  yang  t i dak  berdampak  pent i ng   dan  cakupan  

yang  luas  ser ta  bern i l a i  st ra t eg i s   seh ingga  t i dak  

memer lukan  perse tu j uan  DPR RI  sesua i  dengan  UU Nomor  41  

Tahun  1999   Tentang  Kehutanan  dan PP 10 Tahun  2010  Tentang  

Tata  cara  Perubahan  Peruntukan  dan  Fungs i  Kawasan  Hutan,  

sedangkan   se luas  ±  236.939  Ha  penetapannya  memer lukan  

Perse tu j uan  DPR RI  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Sura t  Keputusan  TERGUGAT  Nomor   :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  Per iha l  

Permohonan  Hak  mi l i k  Atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK  M.Pd 

Hal   19  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 

te r l e t a k  d i  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  

Jekan  Raya,  mengandung  Cacat  Hukum,  karena  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

a) .   Keputusan  TERGUGAT ber ten tangan  dengan  UU Pokok  

Agrar i a  Nomor  5  Tahun  1960   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1 )   Pasal  9  ayat  (2 ) .  Bahwa  berkas  Permohonan  hak  

mi l i k  PENGGUGAT masuk  tangga l  2  Mei  2008  di  da lam 

dokumen  BPN Kota  dinya takan  berkas  masuk  tangga l  2 

Jun i  2008  dinya takan  lengkap  berkas  dan  te lah  

membayar  biaya  yang  di te t apkan  pada  tangga l  2  Ju l i  

tahun  2008.  Biaya  sesua i  dengan  PP   No:  13  Tahun  

2010 ,  Pasa l  16  ayat  1  data  f i s i k  dan  data  yur i d i s  

t i dak  ada  masalah  namun  sampai  dengan  tanga l  30  

Maret  2011  proses  permohonan  hak  mi l i k  be lum 

se lesa i ,  sedangkan  berkas  permohonan  hak  mi l i k  yang  

masuk  sete lah  tangga l  17  Ju l i  2008  dip roses  

sebaga imana  mest inya  sa lah  satu  contoh  mi l i k  Sdr .  

Drs .  JOHNNY TANGKUDUNG yang  sebe lumnya  d i  umumkan 

pada  papan  pengumuman  te r t angga l  14  Januar i  2010,  

Bagi  masyaraka t  pada  umumnya  d ibe r l a kukan  Sura t  

Nomor:  602.045 .42 ,  tangga l  17  Ju l i  2008  Per iha l  

Pelayanan  dib i dang  Per tanahan  Pada Kanto r  Per tanahan  

Kota  Palangkaraya ,  dan  pengumuman  yang  di  pasang  

20
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pada  Loket  yang  berhas i l  d idokumentas i kan  tangga l  13  

Apr i l  2011  puku l  9.22  Wib  masih  te rpasang .  Dalam 

sura t  dan  Pengumunan  dinya takan  BPN  Kota  

Palangkaraya  untuk  sementa ra  t i dak  

melayan i /menangguhkan  Permohonan  Hak  Mi l i k  dan  

perubahan  hak,  yang  di  per tegas  di  har ian  Banja r  

Masin  post  tangga l  3  Maret  2011  sedangkan  pada  

masyaraka t  te r t en t u  melayan i  penerb i t an  ser t i f i k a t ,  

hal  in i  merupakan  fak ta  bahwa  TERGUGAT  dalam  

member ikan  Pelayanan  berpr i l a k u  t i dak  adi l  dan  

disk r im i na t i f  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 ) .  Pasal  19.   Bahwa  berkas  Permohonan  hak  mi l i k  

PENGGUGAT yang  ber lokas i  d i  J l .Yaku t  se luas  200  M2 

dan  J l ,  G Obos  IX  se luas  619  M2  dimohon  se jak  2  Mei  

2008  dokumen di  BPN masuk tangga l  2 Jun i  2008  berkas  

dinya takan  lengkap  dan  te l ah  bayar  biaya  yang  

di te t apkan  pada  tangga l  2  Ju l i  2008,  persyara tan  

te l ah  sesua i  dengan  Pera tu ran  Ka BPN Nomor  1  Tahun  

2005  Jo  Nomor  1  Tahun  2010  Lampi ran  I I . 2 . a . 1 ) ,  dan  

te l ah  membayar  biaya  yang  d i t e t apkan  sesua i  dengan  

Pera tu ran  Ka BPN Nomor  1 Tahun 2005 Jo  Nomor  1 Tahun  

2010  Pasal  7  dan  sesua i  dengan  PP   No:  13  Tahun  

2010,  Pasa l  16 ayat  1 lampi ran   I I .A ,  data  f i s i k  dan  

data  yur i d i s  t i dak  ada masalah  sesua i  Pasa l  30  PP 24 

Hal   21  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Tahun  1997  harus  d i l akukan  pembukuan  d i  da lam  buku  

tanah ,  dan berdasarkan  Pasa l  31 ayat  (1 )  PP 24 Tahun  

1997  Ser t i p i k a t  harus  di te rb i t k an  oleh  karena  i t u  

TERGUGAT  menyatakan  bahwa  proses  pember ian  haknya  

dapat  d i te r uskan  sebaga imana  te r t uang  da lam  Sura t  

Nomor:  408/300 .  62/71 /X I I / 2 009 ,  Tangga l  1  Nopember  

2009,  Per iha l  Mohon  Bantuan  Peningka tan  Pelayanan  

Publ i k  Per tanahan ,  yang  di tu j u kan  Kepada  Ka  Kanwi l  

BPN Kal iman tan  Tengah  yang  tembusannya  dian ta ranya  

disampaikan  pada  PENGGUGAT, Pada Har ian  Banja r  Masin  

post  tangga l  3  Maret  2011  TERGUGAT  menegaskan  

pihaknya  berkomi tmen  untuk  te tap  memproses  800  

usu lan  ser t i f i k a t  baru  yang  masuk  sebe lum  Ju l i  2008  

la l u ,  asa lkan  benar - benar  t i dak  ada  masalah ,  namun 

sampai  tangga l  30  Maret   2011  proses  permohonan  hak  

mi l i k  PENGGUGAT t i dak  se lesa i ,  bahkan  pada  tangga l  

31  Maret  2011  TERGUGAT   mengembal i kan  berkas  

permohonan  Hak  dengan  meru juk  Sura t  Menhut  tangga l  

20  September  2010 ,  hal  in i  merupakan  fak ta  bahwa  

TERGUGAT  sebaga i  unsur  Pemer in tah  dib i dang  

Per tanahan  t i dak  mampu member ikan  kepast i an  hukum 

sebaga imana  ins t r u ks i  UUPA No 5  Tahun  1960  Pasal  19  

yang  diper t egas  dalam pen je lasan  UUPA Nomor  5  Tahun  

1960  BAB IV  Tentang  Dasar - dasar  untuk  mengadakan  

kepas t i an  hukum ;  - - - - - - - - - - - - - -

 b) .   Keputusan    TERGUGAT  ber ten tangan   dengan   Undang-
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Undang  Nomor  25  Tahun  2009  Tentang  Pelayanan  Publ i k  

Pasal  15  huru f  f  dan  Pasa l  21  huru f  d,  yakn i  TERGUGAT 

dalam  member ikan  pe layanan  permohonan  hak  mi l i k  

PENGGUGAT t i dak  tepa t  waktu  dan  ber la ru t  la ru t .  Berkas  

Permohonan  hak  mi l i k  PENGGUGAT masuk  se jak  2  Mei  2008  

dokumen  d i  BPN  masuk  tangga l  2  Jun i  2008  berkas  

dinya takan  lengkap  dan  te l ah  bayar  biaya  yang  

di te t apkan  pada  tangga l  2  Ju l i  2008,  data  f i s i k  dan  

data  yur i d i s  t i dak  ada  masalah  maka  seharusnya  dalam 

tempo  se lama  98  har i  se jak  berkas  dinya takan  lengkap  

dan  te l ah  lunas  pembayaran  biaya  yang  di te t apkan .  

Jangka  waktu  te rsebu t  merupakan  jangka  waktu  pal i ng  

lama  untuk  penye lesa ian  masing  masing  jen i s  pe layanan  

per tanahan  yang  di  h i t ung  berdasarkan  har i  ker ja .  

Penerb i t an  Ser t i f i k a t  seharusnya  sudah  se lesa i  pada  

Bulan  November  2008,  kenyataaannya  sampai  tangga l  19  

September  2010  yakn i  sebe lum sura t  Menter i  Kehutanan  RI  

Nomor:  5.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  

2010,  proses  penerb i t an  ser t i f i k a t  t i dak  se lesa i  bahkan  

sampai  tangga l  30  Maret  2011.  Hal  in i  merupakan  bukt i  

bahwa  pelayanan  yang  d ibe r i k an  oleh  TERGUGAT t i dak  

sesua i  dengan  standar  Pelayanan  dan  jangka  waktu  

penye lesa i an  yang  di t e t apkan  oleh  keten tuan  pera tu ran  

perundang  undangan  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

c) . Keputusan  TERGUGAT ber ten tangan  dengan  PP 24 Tahun  1997  

Tentang     Pendaf ta ran  tanah ,  Pasa l  3  yakn i  TERGUGAT 

Hal   23  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t i dak  dapat  member i kan  kepas t i an  hukum dan per l i n dungan  

hukum atas  permohonan  hak  mi l i k  PENGGUGAT yang  di  mohon 

se jak  se jak  2  Mei  2008  dokumen di  BPN masuk  tangga l  2  

Jun i  2008  berkas  dinya takan  lengkap  dan  te lah  bayar  

biaya  yang  di te t apkan  pada  tangga l  2  Ju l i  2008,  

persya ra tan  dan  prosedur  sudah  sesua i  keten tuan .   Pasa l  

30,  seharusnya  di l akukan  pembukuan  di  da lam buku  tanah  

karena  data  f i s i k  dan  data  yur id i s  t i dak  ada  masalah  

namun  TERGUGAT t i dak  melakukan  pembukuan  dalam  buku  

tanah  dan  pasa l  31  ayat  (1 )   Seharusnya  TERGUGAT 

menerb i t kan  ser t i f i k a t  Hak  Mi l i k  atas  tanah  yang  

te r l e t a k  di  J l .Yaku t  se luas  200  M2  dan  J l ,  G Obos  IX  

se luas  619  M2  atas  nama  PENGGUGAT yang  dimohon  pada  

tangga l  2  Ju l i  2008.  namun yang  te r j ad i  berkas  mandeg  

beg i t u  lama  kemudian  dikembal i kan  dengan  meru juk  sura t  

Menhut  tangga l  20  September  2010,  ha l  in i  merupakan  

bukt i  bahwa TERGUGAT mengaba ikan   pera tu ran  Perundang-

undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

d) . Keputusan   TERGUGAT  ber ten tangan  dengan  Peratu ran  

Kepala  BPN Nomor  1  Tahun  2005  jo  Nomor  I  Tahun  2010.  

Pasal  6  ayat  (3 )   seharusnya  TERGUGAT MENGEMBALIKAN 

BERKAS  SAAT  BERKAS  DINYATAKAN  TIDAK  LENGKAP  BUKAN 

KARENA SURAT MENHUT TANGGAL 20  SEPTEMBER 2010  SETELAH 

TAHAPAN DEMI  TAHAPAN DI  DALAM PROSEDUR TELAH DILALUI  

24
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dan  Pasa l  8  ayat  (1 )  dan  ayat  (2 )  Seharusnya  TERGUGAT 

MENYELESAIKAN  Permohonan  HAK  MILIK  YANG  dia j ukan  

PENGGUGAT dar i  tangga l  2 Ju l i  2008  SESUAI  DENGAN JANGKA 

WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERATURAN YANG TELAH 

DITETAPKAN t i dak  ber la ru t  la ru t  sampai   dengan  tangga l  

30  Maret  2011  yang  memakan  waktu   hampi r  t i ga  tahun  

t i dak  ada  penye lesa ian ,  bahkan  berkas  dikembal i kan  

meru juk  pada  sura t  Menhut  tangga l  20  September  2010.  

Menuru t  keten tuan  Penye lesa ian  penerb i t an  Ser t i f i k a t  

se lama  98  har i  se jak  berkas  dinya takan  lengkap  dan  

te l ah  lunas  pembayaran  biaya  yang  di te t apkan .  Jangka  

waktu  te rsebu t  merupakan  jangka  waktu  pal i ng  lama untuk  

penye lesa i an  masing  masing  jen i s  pe layanan  per tanahan  

yang  hi t ung  berdasarkan  har i  ker j a .  Dida lam  Prosedur  

sesua i  keten tuan  t i dak  ada  dar i  Proses  Pengumuman 

kemudian  mandeg ber tahun  tahun  la l u  berkas  dikembal i kan  

dengan  alasan  Sura t  Menhut  te r t angga l  20  September  

2010.  J ika  berkas  akan  dikembal i kan  ya i t u  pada  saat  

tahapan  Pener imaaan  berkas  yang  berdasarkan  has i l  

se leks i  berkas  dinya takan  t i dak  lengkap  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

e) . Keputusan  TERGUGAT  ber ten tangan  dengan  asas  kecermatan  

yakn i  TERGUGAT  t i dak  cermat  da lam  menget rapkan  

pera tu ran  perundang- undangan  bahwa  da lam  Tap  MPR NO.  

I I I /  MPR/2000  ten tang  Sumber  Hukum dan  UU No:  10  Tahun  

2004  Tentang  Pera tu ran  Perundang  Undangan  dengan  je l as  

Hal   25  dar i   ha l   56  Put .  No.  
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t i dak  menyebutkan  bahwa Sura t  Edaran  Menter i  merupakan  

suatu  pera tu ran  yang  harus  dipedomani  apa lag i  

mengika t ,  maka dengan  demik ian  sura t  Menter i  Kehutanan  

Nomor:  S.486/Menhut - 7/2010  tangga l  20  September  2010  

t i dak  dapat  d i j ad i kan  landasan  hukum  yang  mengika t .  

Atas  dasar  ha l  te r sebu t  sangat l ah  ke l i r u  j i ka  Sura t  

Menhut  Nomor:  S.486/Menhut - 7/2010  tangga l  20  September  

2010  di j ad i kan  landasan  hukum  atau  di j ad i kan  Dasar  

sura t  Nomor:  226/300 .5 .62 .71 / - I I I / 2 011 ,  tangga l  31 

Maret  2011.  Sela in  i t u  Dalam  sura t  Menhut  (1 ) .  t i dak  

menyebutkan  bahwa  sura t  te rsebu t  ber laku  suru t ,  (2 )  

t i dak  menyebutkan  kawasan  236.939  Ha  merupakan  KLHS 

(3 ) .   da lam  PETA lampi ran  Sura t  Menter i  Kehutanan  RI  

te rsebu t  t i dak  menunjukan  secara  past i  le tak  kawasan  

236.939  Ha yang  penetapannya  memer lukan  Perse tu j uan  DPR 

RI .  menuru t  Buku  Pegangan  Kaj i an  L ingkungan  Hidup  

St ra teg i s  yang  dike lua rkan  o leh  Kementer i an  Lingkuangan  

Hidup  yang  dimaksud  KLHS ada lah  proses  s is t emat i k  untuk  

mengeva luas i  konsekuens i  l i ngkungan  hidup  dar i  suatu  

usu lan  keb i j akan ,  rencana ,  atau  program  sebaga i  upaya  

untuk  menjamin  bahwa  konsekuens i  d imaksud  te l ah  

dipe r t imbangkan  dan  dimasukkan  sed in i  mungkin  da lam 

proses  pengambi l an  keputusan  para re l  dengan  

per t imbangan  soc ia l  dan  ekonomi ,  KLHS diper l ukan  guna  

Pembangunan  yang  berke lan j u t an  dalam  penghambi lan  

keputusan  te l ah  memper t imbangkan  s is i  sos ia l  dan  

26
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ekonomi  agar  te r j ad i  kese imbangan  anta ra  kepent i ngan  

sos ia l  ekonomi  dengan  kepent i ngan  l i ngkungan  hidup ,  

kepent i ngan  jangka  pendek  dan  kepent i ngan  jangka  

pan jang ,  kese imbangan  kepent i ngan  Pembangunan  pusat  dan  

Daerah,   dan  la i n  sebaga inya .  Menuru t  Kepala  Dinas  

Kehutanan  Kota  Palangkaraya  KLHS dan  APL  dalam  Peta  

lampi ran  Sura t  Menter i  Kehutanan  tangga l  20  September  

2010,  dapat  d ia jukan  permohonan  Ser t i f i k a t  karena  KLHS 

merupakan  Kaj ian  L ingkungan  Hidup  St ra teg i s  bukan  

merupakan  perubahan  perun tukan  kawasan  hutan ,  dan  

menuru t  Kepala  BAPEDA Kota  Palangkaraya  menyatakan ,  

Sura t  Menhut  te r sebu t  t i dak  menunjukan  secara  past i  

le tak  kawasan  236.939  H dan  KLHS dan  APL da lam  Peta  

lampi ran  Sura t  Menter i  Kehutanan  tangga l  20  September  

2010,  dapat  d ia jukan  permohonan  Ser t i f i k a t  karena  KLHS 

merupakan  Kaj ian  L ingkungan  Hidup  st ra teg i s  bukan  

merupakan  perubahan  perun tuk -  an  kawasan  hutan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f ) . Keputusan  TERGUGAT ber ten tangan  dengan  asas  Kepast i an  

hukum yakn i  TERGUGAT dida lam  member ikan  pelayanan  pada  

masyaraka t  d i  b idang  per tanahan  t i dak  mengutamakan  

landasan  pera tu ran  perundang  undangan,  namun 

ber l andaskan  atas  keb i j akannya  send i r i  d i l ua r  keten tuan  

pera tu ran  perundang  undangan  yakn i  proses  penerb i t an  

ser t i f i k a t  t i dak  menggunakan  prosedur  dan  jangka  waktu  
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ser ta  biaya  yang  te l ah  di te t apkan  o leh  pera tu ran  

perundang  undangan.  Hal  in i  te rbuk t i  bahwa  penga juan  

permohonan  hak  mi l i k  atas  nama PENGGUGAT yang  d imohon  

se jak  tangga l  2  ju l i  2008  sampai  dengan  tangga l  30 

Maret  2011   atau  sebe lum  sura t  Menter i  Kehutanan  

tangga l  20  September  2010   proses  permohonan  hak  mi l i k  

be lum  se lesa i  sedangkan  persyara tan  dan  prosedur  te lah  

sesua i  dengan  keten tuan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

g) .  Keputusan  TERGUGAT  ber ten tangan  dengan  asas  

pro fes i ona l i t a s ,  yakn i  TERGUGAT dida lam  member ikan  

pelayanan  pada  masyaraka t  d i  b idang  per tanahan  t i dak  

mengutamakan  keah l i an  yang  ber landaskan  kode  et i k  dan  

keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan,  namun 

ber l andaskan  atas  keb i j akannya  send i r i  d i l ua r  keten tuan  

pera tu ran  perundang  undangan  yakn i  proses  penerb i t an  

ser t i f i k a t  yang  dia jukan  se jak  tangga l  2  Ju l i   2008  

t i dak  d ise lesa i kan  sesua i  jangka  waktu  dan  biaya  yang  

te l ah  di te t apkan  oleh  pera tu ran  perundang  undangan  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Dar i  ura ian  di  atas  te rbuk t i  bahwa  Sura t   Keputusan  

TERGUGAT mengabaikan  pera tu ran  perundang  undangan  yakn i  

t i dak  berdasarkan  kepada  fak ta  hukum yang  benar  dan  te l ah  

melanggar  hukum,  hal  in i  merupakan  bukt i  bahwa  Keputusan  
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TERGUGAT  ber ten tangan   dengan  asas  asas  umum pemer in tahan  

yang  baik  sebaga imana  di tegaskan  dalam  Pasal  53  ayat  (2 )  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Jo  Undang  Undang  Nomor  9  

Tahun  2004  Jo.  Undang  Undang  Nomor  51  Tahun  2009  yakn i  

Asas  Kecermatan ,   Asas  Kepast i an  Hukum  dan   asas  

pro fes i ona l i t a s  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -

Diba ikannya  pera tu ran  perundang  undangan  da lam  Sura t  

Keputusan   TERGUGAT te l ah  menimbulkan  ak iba t  hukum yang  

merug ikan  kepent i ngan  PENGGUGAT  baik  mater i i l  maupun 

immater i i l  :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(a ) .   Kerug ian  Mater i i l  ya i t u  Dana  Inves tas i  sen i l a i  Rp.  

500.000 .000 , -  mandeg  se lama  2  (dua)  tahun  sedangkan  

jasa  BANK te rus  ber ja l an ,  j i k a  dana  sebesar  te rsebu t  

bergu l i r  maka  PENGGUGAT  set i ap  bulan  mendapat  

keuntungan  Rp.  50.000 .000  ( l ima  puluh  ju ta  rup iah ) ,  

seh ingga  to ta l  keuntungan  se lama  dua  tahun  Rp.  

1.200 .000 .000  (Satu  mi l i a r  dua  ra tus  ju ta  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(b ) .  Kerug ian  Immater i i l  PENGGUGAT didesak  desak  Nasabah  

yang  senant i asa  menanyakan  ser t i f i k a t ,  merasa  

te r t e kan ,  merasa  malu  karena  d i t uduh  t i dak  ber tanggung  

jawab.   Sehingga  kerug ian   immater i a l  sebesar  Rp.  
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1.000 .000 .000  (Satu  mi l i a r  rup iah )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  Berdasarkan  Pasa l  63  PP 24  Tahun  1997  di  atas  

Kepala  Kantor  Per tanahan  yang  da lam  melaksanakan  tugasnya  

mengabaikan  keten tuan  da lam  Pera tu ran  Pemer in tah  in i  dan  

keten tuan  dalam  pera tu ran  pelaksanaannya  ser ta  keten tuan-

keten tuan  la i n  da lam  pelaksanaan  tugas  keg ia tan  pendaf ta ran  

tanah  dikenakan   sanks i   admin is t r a t i f   sesua i  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber - laku ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Maka  atas  dasar  ura ian  te rsebu t  d i  atas ,  dengan  in i  

PENGGUGAT mohon agar  Bapak  Ketua  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA 

PALANGKARAYA untuk  memer iksa  dan  memutus  ser ta  menyelesa i kan  

sengketa  in i  dengan  putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan  Gugatan  PENGGUGAT  untuk  se lu ruhnya   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Menyatakan  bata l  atau  t i dak  sah  Sura t  Keputusan  TERGUGAT 

Nomor:  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11  tangga l  31  Maret  2011,  

Per iha l  Permohonan  Hak  mi l i k  Atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK 

M.Pd  Seluas  200  M2  te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 

30
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te r l e t a k  di  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  

Jekan  Raya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  

TERGUGAT Nomor:  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  

2011,  Per iha l  Permohonan  Hak  mi l i k  Atas  nama Drs .  AKHMAD 

TAUFIK  M.Pd  Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  

619  M2 te r l e t a k  di  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng  

Kecamatan  Jekan  Raya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT  untuk  menerb i t kan  Ser t i f i k a t  

Hak  mi l i k ,  atas  tanah  yang  te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I  Seluas  

200  M2,  dan   te r l e t a k  d i  J l .  G.  Obos  IX  Seluas  619  M2 

Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  Jekan  Raya,  atasa  nama 

PENGGUGAT   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Memer in tahkan  kepada  TERGUGAT untuk  membayar  gant i  rug i  pada  

PENGGUGAT sebesar  Rp.  5.000 .000 , -  ( l ima  ju ta  rup iah )  sesua i  

keten tuan  Undang- Undang Nomor  5 Tahun  1986  Jo  Undang Undang  

Nomor  9 Tahun  2004  Jo  Undang  Undang  Nomor  51 Tahun   2009  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Membebankan  biaya  perkara  yang  t imbu l  pada  TERGUGAT ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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   Menimbang,  bahwa atas  gugatan  Penggugat  te rsebu t  p ihak  

Tergugat      te l ah  mengajukan   Ekseps i  dan  Jawaban  te r t angga l  

27  Mei  2011,  yang  pada  pokoknya  mengemukakan  hal - ha l  sebaga i  

ber i ku t  :   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI .

Bahwa  Terguga t  membantah  da l i l - da l i l  yang  d ia j ukan  oleh  

Penggugat  kecua l i  te rhadap  ha l - ha l  yang  diaku i  secara  

tegas  o leh  Tergugat  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa yang  menjad i  obyek  perkara  di  Pengadi l an  Tata  Usaha  

Negara  Palangka  Raya  ada lah  Sura t  Kepala  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 /2011  tangga l  31  Maret  2011,  per iha l  :  

permohonan  hak  mi l i k  atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK,  M.Pd.  

Seluas  200  M2 yang  te r l e t a k  di  ja l an  Yakut  I ,  se luas  619  

M2 te r l e t a k  di  Ja lan  G.  Obos  IX ,  Kelu rahan  Menteng,  

Kecamatan  Jekan  Raya,  menyatakan  kedua  permohon- an  

te rsebu t  d i t o l a k  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dengan alasan  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  

5.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  29  September  2010,  

per i ha l  :  perse tu j uan  pemanfaa tan  kawasan  APL  pada  
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rev i s i  RTRWP Kal iman tan  Tengah,  yang  di tu j u kan  kepada  

Gubernur  Kal iman tan  Tengah,  masuk  kawasan  KLHS  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  peta  has i l  p lo t i ng  peta  KLHS wi layah  Kota  

Palangka  Raya,  kedua  permohonan  te rsebu t  masuk  KLHS 

yang  al i h  fungs inya  memer lukan  perse tu j uan  DPR RI  

sesua i  sura t  menter i  Kehutanan  RI  Nomor  :  S.486 / -

Menhut - VI I / 2010  tangga l  20  September  2010  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa  te rguga t  te tap  menolak  se lu ruh  dda l i l - da l i l  yang  

dia jukan  oleh  penggugat  te rsebu t  d ia tas ,  mohon  dianggap  

pula  sebaga i  bagian  dalam  pokok  perkara  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  penggugat  menolak  se lu ruh  dal i l - da l i l  gugatan  

penggugat  kecua l i  te rhadap  hal - ha l  yang  te l ah  d iaku i  

secara  tegas  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  guguatan  penggugat  te rhadap  te rguga t  ada lah  sura t  

keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya,  

nomor  :  226/300 .562 .71 /2011  tangga l  31  Maret  2011,  

per i ha l  :  permohonan  hak  mi l i k  an.  Drs .  AKHMAD TAUFIK,  

M.Pd.  Seluas  200  M2  yang  te r l e t a k  di  ja l an  Yakut  I  dan  

se luas  619  M2  te r l e t a k  di  ja l an  G.  Obos  IX ,  Kelu rahan  
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Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  Palangka  Raya 

menyatakan  kedua  permohonan  te rsebu t  d i to l a k  dengan  

alasan   kedua   lokas i   te rsebu t   masuk   da lam   lokas i  

KLHS berdasarkan  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I .  Nomor  :  

S.486 /Menhut - VI I / 2010  tangga l  20 September  2010  dan  per lu  

perse tu j uan  DPR RI  untuk  i j i n  a l i h  fungs inya  ;  - - - - -

Bahwa te rhadap  kebera tan  penggugat  da lam  gugatan  penggugat  

pada  ha l  10  fo in t  e  ada lah  t i dak  mendasar  karena  KLHS 

lengkap  dengan  wi layah /dae rah  sesua i  dengan  koord ina t  

yang  ada dipe ta  yang  dapat  kami  tun jukkan  ;  - - - - - - - -

DALAM EKSEPSI  

Mener ima  ekseps i  te rguga t  untuk  se lu ruhnya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menolak  atau  set i dak - t i daknya  menyatakan  gugatan  

penggugat  t i dak  dapat  d i t e r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM POKOK PERKARA

Menolak  gugatan  penggugat  untuk  se lu ruhnya  atau  

set i dak  t i daknya  menyatakan  gugatan  penggugat  t i dak  

dapat  d i te r ima  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  sah  dan  berharga  sura t  Keputusan  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya,  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 /2011  tangga l  31  Maret  2011  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - -

Menghukum penggugat  untuk  membayat  b iaya  perkara ,  j i ka  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  la i n ,  maka  Tergugat  

memohon putusan  sead i l - ad i l nya  ( et  aequo  et  bono )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

 Menimbang,   bahwa  atas  Jawaban  Tergugat  te rsebu t ,  

Penggugat   te l ah  mengajukan  Repl i k  secara  l i s an  yang  

menyatakan  :  Tetap  pada  is i  gugatan  Penggugat  dan  menolak  

ekseps i  ser ta  jawaban  dar i  Tergugat ,  yang  te rmuat  da lam Ber i t a  

Acara  pada   pers idangan  tangga l  7  Jun i  2011 yang  merupakan  

satu   kesatuan   yang  t i dak  dapat  d ip i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,   bahwa atas  Repl i k  yang  dia j ukan  secara  l i s an  

oleh  Penggugat  te rsebu t ,  p ihak  Tergugat  mela lu i  kuasanya  

mengajukan  Dupl i k  juga  secara  l i s an  yang  menyatakan   :  Menolak  

gugatan  Penggugat  dan  te tap  pada   Ekseps i  dan  Jawaban  

Tergugat ,  yang  te rmuat  da lam Ber i t a  Acara  pers i dangan  tangga l  

16  Jun i  2011,   yang  merupakan  satu  kesatuan  yang  t i dak  dapat  

d ip i sahkan  dar i  putusan  in i  ;  

 Menimbang,  bahwa untuk  menguatkan  da l i l - da l i l  gugatannya ,  

p ihak  Penggugat  te lah  mengajukan  bukt i  berupa  fo to  copy  sura t  

yang  te lah   bermete ra i  cukup  dan  te l ah  dicocokkan  dengan  

as l i nya  kecua l i  bukt i  yang  t i dak  ada  as l i nya ,    buk t i   mana 

te l ah   d ibe r i   tanda    P- 1  sampai  dengan  P- 29  sebaga i  
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ber i ku t  :   - - - - - - - - - -  

Bukt i  P-  1 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya Nomor  :  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  

31 Maret  2011,  Hal  :  Permohonan Hak Mi l i k  Atas  

Tanah  An.  Drs .  AKHMAD TAUFIK,  M.Pd. ,  se luas  

200  M2 te r l e t a k  di  Ja lan  Yakut  I ,  se luas  619  

M2 te r l e t a k  di  Ja lan  G.  Obos  IX  Kelu rahan  

Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  yang  di tu j u kan  

kepada  Penggugat  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 2 : Bukt i  Pembayaran  Biaya  Transpor t  Proses  Hak 

Atas  Tanah,  Dalam Rangka Pelayanan  Pemer iksaan  

Tanah,  Bukt i  Pembayaran  Biaya  Proses  Hak Atas  

Tanahatas  nama Drs .  Akhmad Tauf i k ,  M.Pd.  dan  

Sura t  Per in t ah  Setor  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Palangka  Raya  Nomor  :  D. I . 305 /4859 /2008  

tangga l  02  Ju l i  2008  yang  di tu j u kan  kepada  

Drs .  Akhmad  Tauf i k ,  M.Pd  ( f oto  copy  sesua i  

dengan as l i nya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 3 : Sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  :  4207/14 .1 -

100/X /2009 ,  tangga l  16  Oktober  2009  Hal  Mohon 

Bantuan  Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Bidang  

Per tanahan  yang  di tu j u kan  kepada  Kepala  Kantor  

Wilayah  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  

Kal imantan  Tengah  ( fo to  copy  sesua i  dengan  
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fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 4 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya  Nomor  :  408/300 .62 .71 / - XI I / 2009 ,  tangga l  

1  Nopember  2009,  Per iha l  :  Mohon  Bantuan  

Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Per tanahan,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kal iman tan  Tengah  

( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P –  5 : Sura t  Penggugat  Nomor  :  Is t imewa,  tangga l  6 

Januar i  2011,  Per iha l  :  Mohon  Penye lesa ian  

Ser t i f i k a t  an.  Akhmad  Tauf i k ,  M.Pd.  Berkas  

Masuk  ke  BPN   Kota    Palangkaraya    tangga l  

2  Jun i   2008,   yang   d i tu j u kan  kepada  Kepala  

Kanto r  Per - tanahan  Nasiona l  Kota  Palangka  Raya 

( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

Bukt i  P –  6 : Laporan  Pengaduan  pada  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Palanghka  Raya atas  nama Penggugat   tangga l  30  

Maret  2011 ( f oto  copy  sesua i  dengan as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P – 7 : Sura t  Gubernur  Kal imantan  Tengah Nomor  :  525 /

1477/EK,  tangga l  31  Desember  2009,  Per iha l  
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Ser t i f i k a s i  Per tanahan ,  yang  di tu j ukan  Kepada  

Kepala  Kantor   Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasioana l  Prov ins i  Kal imantan  Tengah  ( f oto  

copy  sesua i  dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 8 : Sura t  Penganta r  dar i  Kepala  Kanto r  Per tanahan  

Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  

01.300 .5 .62 .71 / I / 2 010  tangga l  14- 01- 2010  

dengan  lampi ran  Pengumuman Data  Fis i k  Dan Data  

Yur id i s  Nomor  :  01.300 .5 .62 .71 / I / 2 010  tangga l  

14- 01- 2010  an.  Drs .  Johnny   Tangkudung  ( f oto  

copy  sesua i  dengan as l i nya )  ;

Bukt i  P – 9 : Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  :  11213  tangga l  7 

Oktober  2010  Sura t  Ukur  Nomor  :  12859  /  2010  

tangga l  23- 09- 2010  atas  nama Zura idah  Hat imah  

( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 10 : Ber i t a  Koran  Banja rmas in  Post . co . i d ,   tangga l  

3  Maret  2011,  d iku t i p  dar i  

ht tp / /Ban ja rmas in . t r i b unnews.com  tangga l  27  

Apr i l  2011  :  dengan  judu l  BPN   Bantah  

Keluarkan  Ser t i p i k a t  Baru  ( f oto  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 11 : Bukt i  Pembayaran  Biaya  Transpor t  Proses  Hak 
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Atas  Tanah  Dalam Rangka  Pelayanan  Pemer iksaan  

Tanah  tangga l  2  Jun i  2008  atas  nama  Si t i  

Syaf ro fah ,  S.Ag.  dan  lampi ran  Sura t  Per in t ah  

Setor  dar i  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya  Nomor  :  D. I . 305 /3999 /2008 ,  tangga l  02  

Jun i  2008,  yang  di tu j ukan  pemohon  Si t i  

Syaf ro fah ,  S.Ag.  ( f oto  copy  sesua i  dengan fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bukt i  P – 12 : Sura t  Penggugat  tangga l  18  Mei  2011,  Nomor  :  

Is t imewa,  Per iha l  Mohon  Copy  Warkah  dan  

Ser t i f i k a t  yang  te rb i t  Tahun  2008  s.d .  Tahun  

2011,  yang  di t u j u kan  kepada  Kepala  Kanto r  BPN 

Kota  Palangka  Raya  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 13 : Sura t  dar i  Ombudman Republ i k  Indones ia  Nomor :  

004/Rek /0307 .2011 /MK- 02- 024/V /2011  tangga l  27 

Mei  2011,  Per iha l  :  Saran  Perba i kan  Pelayanan  

dan Rekomendas i  pember ian  sanks i   admin is t r a s i  

kepada   Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya   dan  Kepala  Seks i  Hak  Tanah  dan  

Pendaf ta ran  Tanah  Kantor  Per tanahan  Kota  

Palangka  Raya  karena  melakukan  t i ndakan  

Hal   39  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 39



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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maladmin i s t r a s i  yang  d i t u j u kan  kepada  Kepala  

Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

di  Jakar ta  ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 14 : Ber i t a  Pr ima i r  Onl ine  tangga l  23  Desember  

2009,  d iku t i p  dar i  Google  tangga l  28  Apr i l  

2011,  dengan  judu l  Gubernur  Ancam pol i s i k an  

Oknum BPN ( f oto  copy  sesua i  dengan as l i n ya )   ;

Bukt i  P – 15 : Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  :  3837/Menteng  

tangga l  30  Januar i  2003  Sura t  Ukur  Nomor  :  

4791  tangga l   23  Desember  2002  se luas  643  M2 

atas  nama Hj .  BARIAH ( f oto  copy  sesua i  dengan  

fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bukt i  P – 16 : Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  Nomor  :  6758/Menteng  

tangga l  31 Ju l i  2007  Sura t  Ukur  Nomor  :  7910,  

tangga l   16 Ju l i  2001  se luas  299  M2 atas  nama 

I r .  HUSNA WIJAYA ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bukt i  P – 17 : Sura t  Penggugat   tangga l  1 Mei  2009,  Per iha l  :  

Mohon Cek Lapangan  Lokas i  Ser t i f i k a t  HM. 4396  
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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JL.  G.  Obos  9  Kelu rahan  Menteng  Jekan  Raya,  

Dahulu  Kelu rahan  Langka i ,  yang  di tu j u kan  

kepada  Kepala  Kantor  BPN Kota  Palangka  Raya 

( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 18 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya Nomor  :  602.045 .42  tangga l  17  Ju l i  2008,  

Per iha l  :  Pelayanan  d ib i dang  Per tanahan  pada  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  Prop ins i  Kal iman tan  Tengah  

di  Palangka  Raya ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 19 : Pengumuman  yang  dipasang  pada  Loket  Kanto r  

Per tanahan  Kota  Palangka  te r t angga l  17  Ju l i  

2008  ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bukt i  P – 20 : Sura t  Menter i  Kehutanan  RI  Nomor  :  

5.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  

2010,  Per iha l  :  Perse tu j uan  Pemanfaa tan  

Kawasan  APL  pada  Revis i  RTRWP Kal iman tan  

Tengah,  yang  di tu j ukan  kepada  Gubernur  

Kal imantan  Tengah  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

fo to  copynya )  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 21 : Undang  Undang  No.  5  Tahun  1960  ten tang  

Hal   41  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 41
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Pera tu ran  Dasar  Pokok- pokok  Agrar i a  ( f oto  copy  

sesua i  dengan fo to  cop ynya)  ;

Bukt i  P – 22 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  43 

Tahun  1999  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-

Undang  Nomor  8 Tahun  1974  Tentang  Pokok- Pokok  

Kepegawaian  ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Bukt i  P – 23 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  25 

Tahun 2009 Tentang  Pelayanan  Publ i k  ( f oto  copy  

sesua i  dengan  fo to  copyny a)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 24 : Tap  MPR Nomor  I I I  Tahun  2000  Tentang  Sumber  

Hukum Dan  Tata  Urutan  Pera tu ran  Perundang-

Undangan  ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 25 : Undang- Undang  Republ i k  Indones ia  Nomor  10 

Tahun  2004  Tentang  Pembentukan  Pera tu ran  

Perundang- Undangan  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 26 : Pera tu ran  Pemer in tah  Republ i k  Indones ia  Nomor  

24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  ( f oto  

42
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putusan.mahkamahagung.go.id

copy  sesua i  dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P – 27 : Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Republ i k  Indones ia  Nomor  1 Tahun  2010  Tentang  

Standar  Pelayanan  Dan  Pengatu ran  Per tanahan  

( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  copy nya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  P -  28 : Buku  Pegangan  Kaj i an  Lingkungan  Hidup  

St ra teg i s  ( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -

Bukt i  P -  29 : Peta  Perubahan   Perun tukan  Kawasan  Hutan  

Menjad i  Bukan  Kawasan  Hutan ,  Penunjukan  Area l  

Bukan  Kawasan  Hutan  Menjad i  Kawasan  Hutan  Dan 

Perubahan  Fungs i  Antar  Kawasan  Hutan  Di  

Wilayah  Prov ins i  Kal iman tan  Tengah  Kota  

Palangka  Raya  2010  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )  ;  - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dal i l - da l i l  Ekseps i  

dan Jawabannya  pihak  Terguga t  te l ah   mengajukan   bukt i   berupa  

fo to    copy   sura t   yang   te l ah   bermete ra i  cukup  dan  te lah  

dicocokkan   dengan    as l i n ya    kecua l i   buk t i   yang  t i dak  ada  

as l i nya ,   bukt i   mana te l ah    d ibe r i  tanda  T- 1   sampai  dengan  

Hal   43  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 43
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T- 15 sebaga i  berku t  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 1 : Sura t  Pernya taan  Penyerahan  Sebidang  Tanah  yang  

te r l e t a k  Ja lan  G.  Obos  IX  Ujung,RT.  03/V I  

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Palangka  

Raya  dar i  ABDUL MANAN kepada  Drs .  AKHMAD TAUFIK,  

M.Pd.   tangga l  24 Nopember  2007  ( f oto  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 2 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Tanah  Nomor  :  

594/586 /BAP/PEM/ - MTG/VI I / 2007  tangga l  12 Ju l i  2007  

oleh  Petugas  Kelurahan  Menteng  dan  petugas  

Kecamatan  Jekan  Raya  yang  dike tahu i  o leh  Lurah  

Menteng  dan  Camat  Jekan  Raya ( f oto  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 3 : Sura t  Pernya taan  Tanah  an.  ABDUL MANAN atas  tanah  

yang  te r l e t a k  di  Ja lan  G.  Obos  IX  RT.  05/V I ,  

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Palangka  

Raya  yang  dike tahu i  o leh  Lurah  Menteng  dan  Camat  

Jekan  Raya  te r t angga l  10  Ju l i  2007  ( f oto  copy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - -

Bukt i  T- 4 :   Sura t  Pernya taan    ABDUL MANAN te r t angga l  10 

Ju l i  2007  yang  dike tahu i  o leh  Ketua  RT.  03  /  RW. 

VI  Kelu rahan  Menteng  KASMAN SYAH,  SE.  ( f oto  copy  

sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- .5 : Sura t  Pernya taan  Penyerahan  Sebidang  Tanah  

te r l e t a k   d i  Ja lan  Yakut  I  RT/RW O5  /  VI ,  

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Palangka  

Raya  dar i  SAIDUL ABROR,  S.Ag.  kepada  Drs .  AKHMAD 

TAUFIK,  M.Pd  tangga l  2 Mei  2007  ( f oto  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 6 : Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Tanah  Nomor  :  

594/380 /BAP/PEM/ - MTG/IV/2007  tangga l  16 Apr i l  2007  

oleh  Petugas  Kelurahan  Menteng,   d ike tahu i  o leh  

Ketua  RT.  05/V I  Menteng ,  Lurah  Menteng  dan  Camat  

Jekan  Raya ( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - -

Bukt i  T- 7 :  Sura t  Pernya taan  Tanah  an.  SAIDUL  ABROR,  S.Ag.  

atas  tanah  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  Yakut  I  RT.  05  

RW. VI ,  Kelu rahan  Menteng ,  Kecamatan  Jekan  Raya,  

Palangka  Raya yang  dike tahu i  o leh  Ketua  RT.  05/V I ,  

Lurah  Menteng  dan  Camat  Jekan  Raya  te r t angga l  16 

Hal   45  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Apr i l  2007 ( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i nya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 8 :   Sura t  Pernya taan   SAIDUL ABROR tangga l  16 Apr i l  

2007  yang  dike tahu i  o leh  Ketua  RT.  05  Kelu rahan  

Menteng  IDEA  RENJO ( f oto  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 9 :  Sura t   Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya  tangga l  31  Maret  2011  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  Hal  :  Permohonan  Hak 

Mi l i k  Atas  Tanah  An.  Drs .  Akhmad  Tauf i k ,  M.Pd.  

se luas  :  200 M2 te r l e t a k  di  Ja lan  Yakut  I ,   se luas  

:  619  M2,  te r l e t a k  d i  Ja lan  G.  Obos IX  Kelu rahan  

Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya  yang  d i t u j u kan  

kepada  Drs .  Akhmad Taudik ,  M.Pd.  ( f oto  copy  sesua i  

dengan  as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 10 :  Sura t   Menter i  Kehutanan  Nomor  :  S.486/Menhut -

VI I / 2010  tangga l  20  September  2010,  Hal  :  

Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kasawan  APL  pada  Revis i  

RTRWP  Kal imantan  Tengah,  di t u j u kan  kepada  

Gubernur  Kal iman tan  Tengah  ( f oto  copy  sesua i  

dengan  fo to  copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bukt i  T- 11 :  Sura t  dar i  An.  Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  

Palangka  Raya  Kepala  Sub  Bagian  Tata  Usaha 

tangga l  8  Apr i l  2011  Nomor  :  

249.200 .62 .71 / IV / 2011 ,  Per iha l  :  Peta  Hasi l  

Plo t i ng ,  yang  di tu j u kan  kepada  Drs .  Akhmad 

Tauf i k ,  M.Pd.  ( f oto  copy  sesua i  dengan  

as l i nya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 12 : Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya 

Tangga l   1  Nopember  2009  Nomor  :  

408/300 .62 .71 /X I I / 2 009 ,  Per iha l  :  Mohon  Bantuan  

Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Per tanahan ,  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kal iman tan  Tengah  di  

Palangka  Raya  ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Bukt i  T- 13 : Sura t  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  

Indones ia ,  tangga l  16  Oktober  2009,  Nomor  :  

4207/14 .1 - 100/X /2009 ,  Hal  Mohon  Bantuan  

Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  Bidang  Per tanahan ,  

yang  di t u j u kan  kepada  Kepala  Kanto r  Wilayah  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Prov ins i  Kal iman tan  Tengah  di  

Hal   47  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Palangka  Raya ( f oto  copy  sesua i  dengan  fo to  

copynya )   ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 14 : Peta  Bidang  NIB  :  15.01 .03 .02 .05922 ,  Nomor  :  

49.2 - 54.162- 15- 9,  Kotak  :  B /  4,  atas  tanah  di  

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  

Palangka  Raya dengan  luas   200 M2,  dengan  pemohon 

Akhmad  Tauf i k ,  M.Pd. ,  tangga l  26  Oktober  2009  

( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Bukt i  T- 15 : Peta  Bidang  NIB  :  15.01 .03 .02 .06180 ,  Nomor  :  

49.2 - 54.162- 15- 9,  Kotak  :  B /  4    atas  tanah  di  

Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  

Palangka  Raya  dengan  luas  619  M2,  dengan  pemohon 

Akhmad  Tauf i k ,  M.Pd. ,  tangga l  ( tanpa  tangga l )  

Februar i  2010 ( f oto  copy  sesua i  dengan  as l i n ya )  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  t i dak  

mengajukan   saks i  da lam   pers i dangan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  pada  akh i r  pemer iksaan  perkara  in i  

p ihak  Penggugat  dan  Tergugat  te lah  menyampaikan  Kesimpulannya  

masing- masing  te r t angga l  8  Agustus  2011  ;  

48
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Menimbang,  bahwa  sega la  sesuatu  yang  belum  te rmuat  

da lam  duduk  perkara  te rsebu t  d i  atas  te l ah  te rmuat  da lam 

Ber i t a  Acara  Pers idangan  yang  merupakan  satu  kesatuan  dengan  

putusan  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Menimbang,  bahwa  o leh  karena  para  pihak  yang  

bersengke ta  menyatakan  t i dak  ada  lag i  ha l - ha l  yang  akan  

disampaikan  dan  akh i rnya  mohon  putusan  maka  se lan ju t nya  

Maje l i s  Hakim  akan  member ikan  Per t imbangan  hukum  sebaga i  

ber i ku t  :   

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tu juan  gugatan  Penggugat  

ada lah  sebaga imana  te ru ra i  da lam  pokok  perkara  te rsebu t  d i  

atas ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  yang  menjad i  obyek  sengketa  dalam 

perkara  in i  d imohonkan  bata l  atau  t i dak  sah  ada lah  :  Keputusan  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11  tangga l  31  Maret  2011,  Hal  :  

Permohonan  Hak Mi l i k  Atas  Tanah  a.n .  Drs .  AKHMAD TAUFIK.  M.Pd,  

se luas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  se luas  619  M2 te r l e t a k  

di  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya  

(v i de  bukt i  P- 1 = bukt i  T- 9) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hal   49  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  Penggugat  te rsebu t ,  

Pihak  Tergugat  bersamaan  dengan  jawabannya  te lah  mengajukan  

ekseps i ,  o leh  karenanya  sebe lum Maje l i s  Hakim mempert imbangkan  

per i ha l  pokok  perkara  da lam  sengketa  a  quo ,  te r l eb i h  dahu lu  

Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  per iha l  ekseps i  Pihak  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  EKSEPSI  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  ekseps i  yang  dia j ukan  oleh  Pihak  

Tergugat  sebag imana  te l ah  diu ra i kan  pada  bagian  duduk  perkara  

di  atas ,  yang  pada  pokoknya  Terguga t  membantah  da l i l - da l i l  

yang  dia j ukan  oleh  Penggugat  karena  obyek  sengketa  a  quo 

menyatakan  kedua  permohonan  te rsebu t  d i to l a k  dengan  

alasan  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  

S.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20 September  2010,  per iha l  

:  Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kawasan  APL Pada  Revis i  RTRWP 

Kal imantan  Tengah,  yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  

Kal imantan  Tengah,  masuk  kawasan  

KLHS;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Berdasarkan  peta  has i l  p lo t i ng  peta  KLHS  wi layah  Kota  

Palangka  Raya,  kedua  permohonan  te rsebu t  masuk  KLHS yang  

50
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al i h  fungs inya  memer lukan  perse tu j uan  DPR RI  sesua i  Sura t  

Menter i  Kehutanan  RI  Nomor  :  S.486/Menhut - VI I / 2010  

tangga l  20  September  

2010; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  ekseps i  Terguga t  

te rsebu t  d i  atas ,  te lah  di tanggap i  o leh  Penggugat  da lam dalam 

Repl i knya  secara  l i san  pada  pers i dangan  tangga l  7  Jun i  2011  

yang  pada  pokoknya  Penggugat  menolak  ekseps i  dan  jawaban  dar i  

Tergugat  dan  menyatakan  te tap  pada  is i   gugatannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  te rhadap  Ekseps i  Tergugat  yang  te l ah  

di tanggap i  secara  l i san  oleh  Penggugat  te rsebu t ,  maka menjad i  

kewaj i ban  bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menguj i nya  dan  

memper t imbangkan  sebe lum  memper t imbangkan  pada  pokok  

perkaranya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa sete lah  mempela ja r i  dal i l - da l i l  ekseps i  

Tergugat  te r sebu t  dan  memer iksa  Obyek  Sengketa  a  quo  (v i de  

bukt i  P- 1  =  bukt i  T- 9) ,  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  

S.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  2010,  per iha l  :  

Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kawasan  APL  Pada  Revis i  RTRWP 

Kal imantan  Tengah,  yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  Kal iman tan  

Tengah  (v i de  bukt i  P- 20=  bukt i  T- 10)  dan  Sura t  Kepala  Kantor  

Per tanahan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  249.200 .62 .71 / IV / 2011  

Hal   51  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
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tangga l  8  Apr i l  2011  Per iha l  :  Peta  Hasi l  Plo t i ng ,  dan  

lampi rannya  (v ide  bukt i  T- 11) ,  Maje l i s  Hakim  menemukan  fak ta  

hukum  bahwa  dal i l  ekseps i  te rsebu t  te rnya ta  hanya  ber i s i  

ten tang  dasar  /  a lasan  yang  mendasar i  d i t e r b i t k annya  obyek  

sengketa  a quo  dan t i dak  ber i s i  tangk i san  /  jawaban  yang  t i dak  

langsung  mengena i  pokok  perkaranya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fak ta  hukum te rsebu t  d i  atas  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  bahwa  dal i l  ekseps i  Tergugat  

te rsebu t  t i dak  merupakan  ekseps i  mela inkan  te rmasuk  dalam 

pokok  perkara ,  o leh  karenanya  cukup  alasan  hukum bagi  Maje l i s  

Hakim  untuk  menyatakan  ekseps i  Tergugat  t i dak  di te r ima  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa o leh  karena  ekseps i  Tergugat  d inya takan  

t i dak  di te r ima  se lan ju tn ya  Maje l i s  Hakim akan  mempert imbangkan  

pokok  perkara  da lam  sengketa  a  quo ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM   POKOK   PERKARA; 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d i  da lam  gugatannya  Penggugat  te l ah  

mendal i l k an  bahwa penerb i t an  obyek  sengke ta  a quo  berupa  Sura t  

Kepala  Kantor  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11  tangga l  31  Maret  2011,  Hal  :  
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Permohonan  Hak Mi l i k  Atas  Tanah  a.n .  Drs .  AKHMAD TAUFIK.  M.Pd,  

se luas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  se luas  619  M2 te r l e t a k  

di  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya  

(v i de  bukt i  P- 1 = bukt i  T- 9)  o leh  Tergugat   te l ah  ber ten tangan  

dengan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber l aku  in  casu  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Pera tu ran  Dasar  

Pokok- Pokok  Agrar i a ,  Peratu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  

Tentang  Pendaf ta ranTanah ,   Pera tu ran  Kepala  Ber tanahan  

Nasiona l  Nomor  1  Tahun  2010  dan  pera tu ran  perundang- undangan  

la i nnya  sebaga imana  te l ah  te ru ra i  pada  duduk  pekara  di  atas ,  

ser ta  ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  

Baik ,  khususnya  Asas  Kecermatan ,  Asas  Kepast i an  Hukum,  dan  

Asas  Profes iona l i t a s ,  seh ingga  memenuhi  keten tuan  dalam  Pasa l  

53  ayat  (2 )  huru f   a  dan  b  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  jawab- j i nawab  dalam  pers idangan  

anta ra  Penggugat  dengan  Tergugat ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  yang  menjad i  in t i  pokok  permasa lahan  dalam 

sengketa  a quo  yang  harus  diu j i  kebenarannya  berdasarkan  Pasa l  

53  ayat  (2 )  huru f  a  dan  b  Undang  Undang  Nomor  9  Tahun  2004  

Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1986  

Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  adalah  apakah  penerb i t an  

obyek  sengketa  a  quo  o leh  Tergugat  te l ah  sesua i  dengan  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  sesua i  dengan  

Hal   53  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  seh ingga  harus  

dipe r t ahankan  atau  seba l i knya  te lah  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  ber laku  ser ta  ber ten tangan  dengan  

asas- asas  umum  pemer in tahan  yang  baik  seh ingga  harus  

dinya takan  bata l  atau  t i dak  sah;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  untuk  menjawab  pokok  permasa lahan  di  

atas ,  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  permasa lahan  hukum apakah  

Tergugat  berwenang  menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  quo  atau  

t i dak?  dan  apakah  Penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  o leh  

Tergugat  te l ah  memenuhi  persyara tan  dar i  seg i  prosedura l  

dan/a tau  seg i  substans ia l  ?  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  seg i  kewenangan  Tergugat  da lam  menerb i t kan  

obyek  sengketa  a quo  untuk  menjawab  permasa lahan  hukum apakah  

Tergugat  berwenang  menerb i t kan  obyek  sengke ta  a quo  atau  t i dak  

?  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  untuk  menguj i  permasa lahan  

Hukum di  atas ,  Maje l i s  Hakim  memer iksa  dengan  seksama  obyek  

sengketa  a  quo  (v ide  bukt i  P- 1  =  bukt i  T- 9)  dan   menemukan 

fak ta  hukum   berka i t an   dengan   seg i   kewenangan    ya i t u  :  

54
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bahwa  obyek  sengketa  a  quo  ada lah  sura t  Tergugat  se laku  

Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  di  b idang  per tanahan  yang  

di te rb i t k an  dalam  l i ngkup  per tanahan  khususnya  d ib i dang  

permohonan  hak  mi l i k  atas  tanah ,  yang  berka i t an  dengan  

Permohonan  pember ian  hak  atas  tanah  se luas  200  M2 dan  619  M2 

yang  dimohon  kan  Penggugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  fak ta  hukum te rsebu t  akan  dihubungkan  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  te rka i t  

ya i t u :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pera tu ran  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Republ i k  Indones ia  

Nomor  1  Tahun  2011  Tentang  Pel impahan  Kewenangan  Pember ian  

Hak Atas  Tanah dan Kegia tan  Pendaf ta ran  Tanah Ter ten tu ,  pada  

Bagian  Kesatu  :  Kewenangan  Kepala  Kanto r  Per tanahan ,  

Paragra f  1:  Hak  Mi l i k ,  khususnya  pada  Pasa l  3  yang  is i n ya  

berbuny i  sebaga i  ber i ku t  :  Kepala  Kantor  Per tanahan  member i  

keputusan  mengenai :  b.  Pember ian  Hak  Mi l i k  atas  tanah  non  

per tan ian  yang  luasnya  t i dak  leb ih  dar i  2.000  M² (dua  r i bu  

meter  perseg i ) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pember ian  Dan 

Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Pengelo laan  

khususnya  pada Pasa l  13 ayat  (5 )  yang  is i nya  sebaga i  ber i ku t  

Hal   55  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.
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:  Dalam hal  keputusan  pember ian  hak  mi l i k  te l ah  di l impahkan  

kepada  kepa la  kanto r  Per tanahan  sebaga imana  dimaksud  dalam 

Pasal  3  ayat  (2 ) ,  sete lah  mempert imbangkan  pendapat  Kepala  

Seks i  Hak  Atas  Tanah  atau  pejaba t  yang  d i t un j uk  atau  Tim 

Penel i t i a n  Tanah atau  Pani t i a  Pemer iksa  Tanah A,  sebaga imana  

dimaksud  pada ayat  (3 ) ,  Kepala  Kanto r  Per tanahan  menerb i t kan  

keputusan  pember ian  hak  mi l i k  atas  tanah  yang  dimohon  atau  

keputusan  peno lakan  yang  dise r t a i  dengan  a lasan  

peno lakannya ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah  pada  Pasal  1 angka  23  dan  Pasa l  5 ser ta  Pasa l  6 ayat  

(1 )  yang  kesemua  is i nya  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa 

Kepala  Kantor  Per tanahan  ada lah  pelaksana  pendaf t a ran  tanah ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  apab i l a  fak ta  hukum  di  atas  yang  

menyatakan  obyek  sengketa  a quo  merupakan  sura t  keputusan  yang  

di te rb i t k an  dalam  l i ngkup  pendaf ta r an   tanah   khususnya  

permohonan  hak  mi l i k  atas  tanah  yang  d i t e r b i t k an  o leh  Tergugat  

sebaga i   Pejaba t   Tata   Usaha   Negara   d ib i dang  Per tanahan  

dika i t k an  dengan  keten tuan  pada   pera tu ran   perundang- undangan  

di  atas  maka  Maje l i s  Hakim  berpendapa t  bahwa  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  quo  te l ah  sesua i  dengan  

kewenangan  yang  dimi l i k i n y a  berdasar  pera tu ran  perundang-

undangan;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  

apakah  Penerb i t an  Obyek  sengketa  a  quo  o leh  Tergugat  te lah  

memenuhi  persya ra tan  dar i  seg i  prosedura l  dan/a tau  seg i  

subs tans ia l ?  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa untuk  menguj i  dan  meni la i  seg i  prosedur  

dan  subs tans i  penerb i t an  obyek  sengketa ,  Maje l i s  Hakim  akan  

mendasarkan  pada  fak ta  hukum berka i t an  dengan  obyek  sengke ta  a  

quo  ya i t u  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

bahwa  Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  sengketa  a  quo  (v i de  

bukt i  P- 1  =  bukt i  T- 9)  ada lah  sehubungan  dengan  adanya  

permohonan  Hak  mi l i k  atas  tanah  Penggugat  tangga l  1  Ju l i  

2008,  yang  is i n ya  menyatakan  bahwa Permohonan  Hak Mi l i k  atas  

tanah  Penggugat  se luas  200 M2.  te r l e t a k  di  Ja lan  Yakut  I  dan  

se luas  619  M2.  Ter le t ak  di  Ja lan  G.  Obos  IX  Kelu rahan  

Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  Palangka  Raya,  Prop ins i  

Kal imantan  Tengah,  untuk  sementara  belum  dapat  d ip roses  

leb ih  lan ju t ,  karena  lokas i  tanah  yang  dimohon  te r l e t a k  pada  

kawasan  Kaj i an  Lingkungan  Hidup  St ra teg i s  (KLHS)  yang  al i h  

fungs inya  memer lukan  perse tu j uan  DPR RI  sesua i  dengan  Sura t  

Menter i  Kehutanan  RI  No.  S.486/Menhut - VI I / 2010  tangga l  20  

September  2010. ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa  a lasan  yang  d ipe rgunakan  dalam  sura t  keputusan  obyek  
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sengketa  a  quo  (V ide  Bukt i  P- 1  =  Bukt i  T- 9)  ya i t u  sura t  

Menter i  Kehutanan  RI  No.  S.486/Menhut - VI I / 2010  tangga l  20  

September  2010 (v i de  bukt i  P- 20 = bukt i  T- 10)  dan peta  has i l  

Plo t i ng  (v i de  bukt i  T-

11) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

bahwa bukt i  P- 4 = bukt i  T- 12 yang  dida lam  is i nya  pada  halaman  

3  menyebutkan  Terhadap  tanah  d i  Ja lan  Yakut  I  te rdapa t  

perbedaan  data  f i s i k  anta ra  has i l  pengukuran  dan  pemetaan  

dengan  alas  haknya ,  kepada  yang  bersangku tan  te lah  

disa rankan  secara  l i s an  untuk  dipe rba i k i  a las  hak  te rsebu t  

dan  baru  dipenuh i  pada  tangga l  19  Oktober  2009;  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

Bahwa Keterangan  Kuasa  Tergugat   pada   pemer iksaan  pers iapan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya tangga l  14  Apr i l  

2011  yang  menyatakan  t i dak  ada  tumpang  t i nd i h  atas  tanah ,  

dan dipe r t egas  pada pemer iksaan  pers iapan  pada tangga l  3 Mei  

2011,  kuasa  Tergugat  d ihadapan  Maje l i s  Hakim  menyatakan  

bahwa atas  tanah  yang  dia j ukan  permohonan  ser t i p i k a t  sete lah  

ada  pengecekan  ulang  dan  pene l i t i a n  te rakh i r  atas  tanah  

Penggugat  te rsebu t  t i dak  te r j ad i  tumpang t i nd i h  dengan  tanah  

Hj .  Bar iah  maupun  pihak  

la i n ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa berdasarkan  bukt i  T- 1 sampai  dengan  bukt i  T- 8,  bukt i  P-

2,  bukt i  T- 14  dan  bukt i  T- 15,  te rbuk t i  Penggugat  te lah  
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mengajukan  persya ra tan  untuk  permohonan  hak  mi l i k  atas  tanah  

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ura ian  fak ta  hukum di  atas  

akan  dihubungkan  dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  

sebaga i  ber i ku t  :  - - - -  

Pasal  2  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  

Pendaf ta ran  Tanah  menyebutkan  Pendaf ta ran  tanah  

di l aksanakan  berdasarkan  azas  sederhana ,  aman,  

te r j angkau ,  mutakh i r  dan  te rbuka ,  d imana  dalam 

pen je lasannya    d isebu tkan   anta ra    la i n     bahwa   azas  

sederhana    da lam 

pendaf t a ran  tanah  d imaksudkan  agar  keten tuan - keten tuan  

pokoknya  maupun  prosedurnya  dengan  mudah  dapat  d ipahami  

oleh  pihak - pihak  yang  berkepen t i ngan ,  te ru tama  para  

pemegang  hak  atas  tanah .  Sedangkan  azas  aman dimaksudkan  

untuk  menunjukkan ,  bahwa  pendaf ta r an  per lu  

dise lenggarakan  secara  te l i t i  dan  cermat  seh ingga  

has i l n ya  dapat  member ikan  jaminan  kepast i an  hukum sesua i  

dengan  tu juan  pendaf ta ran  tanah  i t u  

send i r i . ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pasal  13  ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  

Pember ian  Dan  Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak 
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Pengelo laan ,  yang  berbuny i  :  Kepala  kanto r  per tanahan  

menel i t i  ke lengkapan  dan  kebenaran  data  yur i d i s  dan  data  

f i s i k  permohonan  hak  mi l i k  atas  tanah  sebaga imana  

dimaksud  dalam  Pasal  11  dan  memer iksa  ke layakan  

permohonan  te rsebu t  dapat  atau  t i daknya  dikabu l kan  atau  

dip roses  leb ih  lan ju t  sesua i  dengan  keten tuan  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  

ber l aku ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Menimbang  keten tuan  Pasa l  2 Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun  1997  ten tang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pasa l  13  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pember ian  Dan Pembata lan  

Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak  Penge lo laan ,  pada  pokoknya  

bers i f a t  impera t i f  bag i  Tergugat  agar  menel i t i  ke lengkapan  

data  yur i d i s  dan  data  f i s i k  dengan  cermat ,  ha l  te rsebu t  guna  

memast i kan  lengkapnya  data  yur id i s  dan  data  f i s i k ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa sete lah  menghubungkan  fak ta  hukum di  atas  

dengan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  d i  atas  maka 

menuru t  Maje l i s  Hakim,  Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo  (v ide  bukt i  P- 1  =  bukt i  T- 9)  yang  ber i s i  

penyataan  permohonan  Penggugat  be lum  dapat  d ip roses ,  dengan  

hanya  mendasarkan  pada  Sura t  Menter i  Kehutanan  RI  No.  
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S.486 /Menhut - VI I / 2010  tangga l  

20  September  2010  (v i de  bukt i  P- 20  =  bukt i  T- 10)  dan  Peta  

has i l  p lo t i ng  (v i de  bukt i  T- 11)  te l ah  mengaba ikan  hal - ha l  yang  

menjad i  fak ta  hukum  yang  harus  dice rmat i  ya i t u  bahwa 

persya ra tan  te l ah  d ia jukan  oleh  Penggugat  (v i de  bukt i  T- 1  

sampai  dengan  bukt i  T- 8,  bukt i  T- 14,  bukt i  T- 15 dan bukt i  P- 2)  

ser ta  pernya taan  Tergugat  sebaga imana  dinya takan  dalam  Sura t  

Tergugat  Nomor  408/300 .62 .71 /X I I / 2 009  tangga l  1  Nopember  2009  

Per iha l  :  Mohon  Bantuan  Peningka tan  Pelayanan  Publ i k  yang  

di tu j ukan  kepada  Kepala  Kanto r  Wi layah  Badan  Per tanahan  

Nasiona l   Prov ins i  Kal iman tan  Tengah  (v i de  bukt i  P- 4  = bukt i  

T- 12) ,  yang  pada  pokoknya  menyatakan  menyebutkan  Terhadap  

perbedaan  data  f i s i k  anta ra  has i l  pengukuran  dan  pemetaan  

tanah  di  Ja lan  Yakut  I  te l ah  d ipenuh i  pada  tangga l  19  Oktober  

2009  dengan  memperba ik i  a las  hak,  dan  Terhadap  alasan  adanya  

Tumpang  Tind ih  lahan  pada  tanah  di  Ja lan  G Obos  IX  te l ah  

di ra l a t  o leh  Kuasa  Tergugat  pada  pemer iksaan  pers i apan  

Pengad i l an  Tata  Usaha  Negara  tangga l  14  Apr i l  2011,  dan  

dipe r t egas  pada  pemer iksaan  pers iapan  pada  tangga l  3 Mei  2011,  

yang  menyatakan  bahwa  atas  tanah  yang  dia j ukan  permohonan  

ser t i p i k a t  sete lah  ada  pengecekan  u lang  dan  pene l i t i a n  

te rakh i r  atas  tanah  Penggugat  te rsebu t  t i dak  te r j ad i  tumpang  

t i nd i h  dengan  tanah  Hj .  Bar iah  maupun  pihak  la i n ,  seh ingga  

Maje l i s  Hakim  berpendapat  Tergugat  te rbuk t i  t i dak  menel i t i  

ke lengkapan  data  yur i d i s  dan  data  f i s i k  dengan  cermat  

sebaga imana  dimaksud  Pasa l  2  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  
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Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pasa l  13  ayat  (1 )  

Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  

Nomor  9 Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pember ian  Dan Pembata lan  

Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak 

Pengelo laan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  d i  atas  cukup  

alasan  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  bahwa 

penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  secara  subs tans ia l  

ber ten tangan  dengan  keten tuan  Pasa l  2  Pera tu ran  Pemer in tah  

Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  dan  Pasa l  13  

ayat  (1 )  Pera tu ran  Menter i  Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  

Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  Pember ian  Dan 

Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak 

Pengelo laan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  d i  da lam  gugatan  Penggugat  te rdapa t  

da l i l - da l i l  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  t i ndakan  

Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  sengketa  a  quo 

(v i de  bukt i  P- 1 = bukt i  T- 9)  ada lah  ber ten tangan  dengan  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  yang  baik ,  o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim 

merasa  per lu  untuk  menguj i  apakah  t i ndakan  Tergugat  te rsebu t  

ber ten tangan  dengan  Asas- Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  atau  

t i dak  ? :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa dal i l  Penggugat  da lam pos i t a  gugatannya  

sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  pada  bagian  duduk  perkara  di  atas  

yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa Tergugat  da lam menerb i t kan  

62
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obyek  sengketa  a quo  te l ah  Ber ten tangan  dengan  Asas- asas  Umum 

Pemer in tahan  yang  Baik  (Pasa l  53  ayat  (2 )  huru f  b  Undang-

Undang Nomor  9 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  

Nomor  5 Tahun 1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha Negara) ,  dalam 

hal  in i  ber ten tangan  dengan   :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kecermatan  karena  Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo   t i dak  cermat  da lam  menerapkan  pera tu ran  

perundang- undangan; - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asas  Kepast i an  Hukum Karena  Tergugat  da lam menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo  t i dak  mendasarkan  pada  pera tu ran  

perundang- undangan  secara  benar ;  

Asas  Profes iona l i t a s  karena  Terguga t  da lam menerb i t k an  obyek  

sengketa  a  quo  t i dak  menggunakan  keah l i an  yang  

ber l andaskan  kode  et i k  dan  keten tuan  perundang- undangan  

sebaga imana  

mest inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  Penggugat  yang  

menyatakan  t i ndakan  Tergugat  te l ah  ber ten tangan  dengan  Asas-

Asas  Umum Pemer in tahan  yang  Baik  te r sebu t  d i  atas ,  Maje l i s  

Hakim  akan   menguj i  dengan  per t imbangan  hukum ber i ku t  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Menimbang,  bahwa  Terhadap  permasa lahan  hukum  apakah  

Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  sengketa  a  quo  te l ah  

ber ten tangan  dengan  Asas  Kepast i an  Hukum,  Maje l i s  Hakim 

mempela ja r i  da l i l - da l i l  Penggugat  yang  menyatakan  bahwa 

di te rb i t k annya  Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  o leh  Tergugat  

ber ten tangan  dengan  "Asas  Kepast i an  Hukum”,  da l i l  Penggugat  

yang  menyatakan  bahwa  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  

S.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  2010,  per iha l  :  

Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kawasan  APL  Pada  Revis i  RTRWP 

Kal imantan  Tengah,  yang  di tu j u kan  kepada  Gubernur  Kal iman tan  

Tengah  (v i de  bukt i  P- 20=  bukt i  T- 10)  t i dak  dapat  d i  gunakan  

sebaga i  dasar  untuk  menyatakan  t i dak  dapat  memproses  sementara  

waktu   permohonan  Penggugat  dan  mengembal i kan  berkas  

permohonan  Penggugat ,  karena  t i dak  ber laku  suru t  te rhadap  

permohonan  yang  seharusnya  te l ah  se lesa i  se jak  lama  sebe lum 

te rb i t n ya  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  S.486/Menhut -

VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  2010,  per iha l  :  Perse tu j uan  

Pemanfaatan  Kawasan  APL Pada  Revis i  RTRWP Kal iman tan  Tengah,  

yang  di t u j u kan  kepada  Gubernur  Kal imantan  Tengah  (v ide  bukt i  

P- 20  =  bukt i  T- 10)  te rsebu t  

; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  Maje l i s  memperhat i kan  pula  te rhadap  

dal i l  Tergugat  yang  menanggap i  da l i l  Penggugat  Tersebu t  yang  

menyatakan  bahwa  pada  pokoknya  Permohonan  Penggugat  t i dak  

dapat  d ip roses  dan  d i t o l a k  karena  mendasarkan  pada  keten tuan  
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Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  S.486/Menhut - VI I / 2010 ,  

tangga l  20  September  2010,  per iha l  :  Perse tu j uan  Pemanfaatan  

Kawasan  APL  Pada  Revis i  RTRWP Kal imantan  Tengah,  yang  

di tu j ukan  kepada  Gubernur  Kal imantan  Tengah  (v i de  bukt i  P-

20=bukt i  T- 10)  dan  Sura t  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Palangka  Raya Nomor  249.200 .62 .71 / IV / 2011  tangga l  8 Apr i l  2011  

Per iha l  :  Peta  Hasi l  Plo t i ng ,  dan  lampi rannya  (v ide  bukt i  T-

11) ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Menimbang  bahwa sete lah  memperhat i kan  da l i l  Penggugat  dan  

Tergugat  ser ta  memer iksa  bukt i  te r t u l i s  da lam  perkara  a  quo 

maka  Maje l i s  Hakim  meni la i  bahwa  untuk  menjawab  permasa lahan  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  akan  mempert imbangkan  te r l eb i h  dahu lu  

apakah  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  Nomor  :  S.486/Menhut -

VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  2010,  per iha l  :  Perse tu j uan  

Pemanfaatan  Kawasan  APL Pada  Revis i  RTRWP Kal iman tan  Tengah,  

yang  di t u j u kan  kepada  Gubernur  Kal imantan  Tengah  (v ide  bukt i  

P- 20= bukt i  T- 10)  t i dak  dapat  d ibe r l a kukan  sebaga i  dasar  untuk  

menyatakan  t i dak  dapat  memproses  sementara  waktu   permohonan  

Penggugat  dan  mengembal i kan  berkas  permohonan  hak  mi l i k  atas  

tanah  yang  dimohonkan  Penggugat  

?; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  untuk  meni la i  dan  menjawab  permasa lahan  

te rsebu t  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  menggunakan  kr i t e r i a  

sebaga i  ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bahwa apab i l a  t i dak  ber ja l annya  prosedur  pember ian  hak  atas  

permohonan  Penggugat  d isebabkan  oleh  ke la l a i an  Penggugat  

send i r i  seh ingga  permohonan  te rsebu t  prosesnya  belum 

se lesa i  saat  te rb i t n ya  Sura t  Menter i  Kehutanan  R. I  

Nomor  :  S.486 /Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20 September  2010,  

per i ha l  :  Perse tu j uan  Pemanfaa tan  Kawasan  APL Pada Revis i  

RTRWP Kal imantan  Tengah,  yang  di t u j u kan  kepada  Gubernur  

Kal imantan  Tengah  (v ide  bukt i  P- 20=bukt i  T- 10)  maka 

keten tuan  dalam Sura t  Menter i  Kehutanan  te rsebu t  bers i f a t  

mengika t  te rhadap  permohonan  Penggugat  seh ingga  

penerb i t an  obyek  sengketa  a  quo  dapat  d idasarkan  pada  

Sura t   Menter i  Kehutanan  te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa apab i l a  t i dak  ber ja l annya  prosedur  pember ian  hak  atas  

permohonan  Penggugat  d isebabkan  o leh  ke la l a i an  Tergugat  

seh ingga  permohonan  Penggugat  prosesnya  belum  se lesa i  

saat  te rb i t n ya  Sura t  Menter i  kehutanan  te rsebu t  maka 

Sura t  Menter i  kehutanan  te rsebu t  t i dak  bers i f a t  mengika t  

te rhadap  permohonan  Penggugat  seh ingga  Sura t  Menter i  

kehutanan  te rsebu t  t i dak  dapat  d i j ad i kan  dasar  penerb i t an  

obyek  sengketa  a  quo .  Dalam hal  in i  maje l i s  mendasarkan  

pada  dokt r i n  “Asas  kepas t i an  mater i a l ”  yang  menghendak i  

bahwa   mater i    keputusan    harus   d idasarkan   pada  

pera tu ran  

perundang- undangan  yang  tepa t  dan  ber laku  mengika t .  
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Sela in  i t u  Maje l i s  Juga  berpendapa t  bahwa  “apab i l a  

ke la l a i an  Pejaba t  Tata  Usaha  Negara  menimbulkan  ak iba t  

maka  ak iba t  te rsebu t  t i dak  boleh  d ibebankan  kepada  

masyaraka t ”  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  se lan ju t nya  untuk  menguj i  ha l  d i  atas  

Maje l i s  Hakim  mendasarkan  pada  fak ta  hukum  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

Bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  Persyara tan  permohonan  

(v i de  bukt i  T- 1 sampai  dengan  bukt i  T- 8,  bukt i  P- 2,  bukt i  

T- 14 dan bukt i  T- 15 ser ta  Keterangan  Tergugat  (v i de  bukt i  

P- 4 = bukt i  T- 12)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa  te rdapa t  kete rangan  Kuasa  Tergugat  bahwa  proses  

permohonan  hak  dapat  d i l an j u t kan  (V ide  :  Keterangan  Pihak  

Tergugat  da lam  Pemer iksaan  Pers iapan  Pengad i l an  Tata  

Usaha  Negara  Palangka  Raya  tangga l  14  Apr i l  2011  dan  3 

Mei  2011)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

Bahwa adanya  proses  komunikas i  yang  diupayakan  secara  akt i f  

o leh  Penggugat   da lam  menanyakan  dan  mendorong  

ber j a l annya  proses  pember ian  haknya  mela lu i  sura t  b iasa ,  

sura t  pengaduan  maupun  laporan  yang  te lah  mendapat  
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tanggapan  dar i  Tergugat  dan ins tans i  la i n  (v ide  bukt i  P- 3  

sampai  dengan  bukt i  P- 7,  bukt i  P- 12,  bukt i  P- 13 dan bukt i  

P- 17)  ;  - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dengan  mendasarkan  pada  fak ta  hukum di  

atas  Maje l i s  Hakim  meni la i  bahwa  t i dak  ber ja l annya  proses  

pember ian  hak  atas  tanah  Penggugat  sebe lum  ke luarnya  Sura t  

Keputusan  Menter i  Kehutanan  d isebabkan  karena  Tergugat  t i dak  

melaksanakan  kewaj i bannya  sesua i  keten tuan  pera tu ran  yang  

ber l aku  maka  te rbuk t i  bahwa  Tergugat  melakukan  ke la l a i an  

seh ingga  proses  t i dak  ber ja l an  sebaga imana  

mest inya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  t i dak  ber ja l annya  proses  

te rsebu t  t i dak  disebabkan  oleh  Penggugat  maka  seharusnya  

pember ian  hak  atas  tanah  te rsebu t  te lah  se lesa i  sebe lum  

di te rb i t k annya  Sura t  Menter i  Kehutanan  te rsebu t ,  o leh  

karenanya  Maje l i s  Hakim   berpendapat  bahwa  Sura t  Menter i  

Kehutanan  te rsebu t  t i dak  dapat  d iber l akukan  khusus  pada  

permohonan  Penggugat  seh ingga  penggunaan  Sura t  Menter i  

Kehutanan  Nomor  :  S.486/Menhut - VI I / 2010 ,  tangga l  20  September  

2010,  per iha l  :  Perse tu j uan  Pemanfaatan  Kawasan  APL  Pada 

Revis i  RTRWP Kal iman tan  Tengah,  yang  di tu j ukan  kepada  Gubernur  

Kal imantan  Tengah  (v ide  bukt i  P- 20=bukt i   T- 10)   sebaga i  

dasar   hukum   menerb i t kan   obyek   sengketa  a  quo  ada lah  

melanggar  asas  kepas t i an  hukum ;  
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa se la i n  ha l  te rsebu t  Maje l i s  Hakim dengan  

mendasarkan  pada  per t imbangan  hukum sebe lumnya  di  atas  yang  

menyatakan  bahwa   bahwa  perbua tan  Tergugat  menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo  yang  menyatakan  t i dak  dapat  memproses  untuk  

sementara  waktu  permohonan  Penggugat  dan  mengembal i kan  berkas  

permohonan  Penggugat ,  ber ten tangan  dengan  pera tu ran  perundang-

undangan  yang  ber laku  in  casu  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24 

Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  ser ta  Pera tu ran  Menter i  

Agrar i a /Kepa la  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  

Tentang  Tata  Cara  Pember ian  Dan Pembata lan  Hak   Atas   Tanah 

Negara   Dan   Hak   Pengelo laan ,   maka   Maje l i s  Hakim 

berpendapat   bahwa  hal  te rsebu t  juga  membukt i kan  bahwa 

t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan   sura t  keputusan  Obyek  Sengketa  

a quo  ber ten tangan  dengan  asas  kepas t i an  hukum oleh  karenanya  

dal i l  Penggugat  te rsebu t  te rbuk t i  kebenarannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa te rhadap  dal i l  Penggugat  yang  menyatakan  

bahwa  d i t e rb i t k annya  Keputusan  Obyek  Sengketa  a  quo  o leh  

Tergugat  ber ten tangan  dengan  "Asas  kecermatan" ,  Maje l i s  Hakim 

akan  mendasarkan  pada  per t imbangan  hukum  sebe lumnya  yang  

menyatakan  bahwa Tergugat  da lam  menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  

quo  te rbuk t i  t i dak  menel i t i  ke lengkapan  data  yur id i s  dan  data  

f i s i k  dengan  cermat  o leh  karenanya  Tergugat  t i dak  cermat  da lam 
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menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  quo ,  dengan  demik ian  dal i l  

Penggugat  te rbuk t i  kebenarannya ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  te rhadap  dal i l  Penggugat  

yang  menyatakan  bahwa di te rb i t k annya  Keputusan  Obyek  Sengketa  

a quo  o leh  Tergugat  ber ten tangan  dengan  "Asas  pro fes i ona l i t a s "  

yakn i  asas  yang  mengutamakan  keah l i an  yang  ber landaskan  kode  

et i k  dan  keten tuan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku ,  

Maje l i s  Hakim  juga  mendasarkan  pada  per t imbangan  hukum 

sebe lumnya  di  atas  yang  menyatakan  bahwa  t i ndakan  Tergugat  

menerb i t kan  obyek  sengke ta  te l ah  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan,  seh ingga  t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  

obyek  sengketa  a quo  secara  mater i i l  yang  melanggar  Pera tu ran  

Perundangan  yang  ber laku  dan  ha l  te rsebu t  seka l i gus  

mencerminkan  Tergugat  t i dak  mengunakan  keah l i annya  dalam 

menerb i t kan  obyek  sengke ta  a  quo ,  maka  Maje l i s  Hakim 

berpendapat  bahwa  t i ndakan  Tergugat  da lam   menerb i t kan  obyek  

sengketa  a  quo  ber ten tangan  dengan  asas  pro fes i ona l i t a s  oleh  

karenanya  da l i l  Penggugat  te rbuk t i  kebenarannya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan  hukum di  atas  

maka   t i ndakan  Tergugat  menerb i t kan  Sura t  Keputusan  obyek  

sengketa  a  quo  te rbuk t i  melanggar  Asas- asas  Umum Pemer in tahan  

yang  Baik  (AAUPB),  ya i t u  Asas  Kecermatan ,   Asas  Kepast i an  
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Hukum,  dan  Asas  Pro fes iona l i t a s ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  o leh  karena  t i ndakan  Tergugat  da lam 

menerb i t kan  Sura t  Keputusan  yang  menjad i  obyek  dalam sengketa  

a  quo  (v i de  bukt i  P- 1=bukt i  T- 9) ,  te l ah  melanggar  Pera tu ran  

Perundang- undangan  yang  ber laku  dan  ber ten tangan  dengan  asas-

asas  umum pemer in tahan  yang  baik  (AAUPB),  maka dengan  demik ian  

dal i l - da l i l  gugatan  Penggugat  te rbuk t i  kebenarannya ,  dan  

seba l i k nya  da l i l - da l i l  bantahan  Tergugat  t i dak  te rbuk t i  

kebenarannya  dan  o leh  karenanya  cukup  alasan  hukum  bag i  

Maje l i s  Hakim  untuk  menyatakan  bata l  obyek  sengketa  a  quo 

berupa  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya  Nomor  :  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  

Per iha l  Permohonan  Hak Mi l i k  atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK M.Pd 

Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 te r l e t a k  

di  J l .  G.  Obos IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  Jekan  Raya,  dan 

memer in tahkan  Terguga t  untuk  mencabut  obyek  sengketa  a  quo 

berupa  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  

Raya  Nomor  :  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  

Per iha l  Permohonan  Hak Mi l i k  atas  nama Drs .  AKHMAD TAUFIK M.Pd 

Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619  M2 te r l e t a k  

di  J l .  G.  Obos IX  Kelu rahan  Menteng  Kecamatan  Jekan  Raya; - - -

- - - - - - - - - - - - - - - Menimbang,  bahwa  berdasarkan  per t imbangan-

per t imbangan  hukum di  atas  dan  bukt i - bukt i  yang  menyatakan  

Penggugat  te l ah  mengajukan  proses  Permohonan  Hak  Mi l i k  atas  
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tanah  Penggugat  se luas  200  M2.  te r l e t a k  di  ja l an  Yakut  I  dan  

se luas  619  M2.  Ter le t ak  di  ja l an  G.Obos  IX  Kelu rahan  Menteng,  

Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  Palangka  Raya,  Prop ins i  Kal iman tan  

Tengah,  maka  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa proses  pember ian  

hak  yang  d imohonkan  Penggugat  dapat  d i l an j u t kan  ke  tahapan  

se lan ju t nya  sebaga imana  mest inya  sepan jang  masih  da lam l i ngkup  

kewenangan  Tergugat  dan  apab i l a  te l ah  sesua i  dengan  

persya ra tan  dan  tahapan  sebaga imana  dipe rsya ra t kan  dalam 

Pera tu ran  perundang- undangan  yang  ber laku  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

memper t imbangkan  tun tu tan  da lam  pet i t um  Penggugat  se lan ju t nya  

ya i t u  mohon  agar  Pengad i l an  memer in tahkan   Tergugat   untuk  

te rb i t n ya   ser t i p i k a t  hak  mi l i k  yang  d imohonkan  oleh  

Penggugat ,   untuk  i t u  Maje l i s  Hakim  akan  menguj i  permasa lahan  

hukum  apakah  Permohonan  Pember ian  Hak  /  Pendaf ta ran  Tanah  

te rhadap  tanah  se luas  200 m2 yang   te r l e t a k   d i  Ja lan  Yakut   I  

dan   se luas   619  m2  yang  te r l e t a k  di  Ja lan  G Obos  IX  yang  

dia jukan  oleh  Penggugat  te lah  memenuhi  se lu ruh  persya ra tan  

syara t  dan  te l ah  menempuh  se lu ruh  prosedur  untuk  te rb i t n ya  

sebuah  ser t i p i k a t  hak  mi l i k  ?  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa untuk  menguj i  ha l  te rsebu t  Maje l i s  Hakim 

mencermat i  bukt i - bukt i  dan  mendapatkan  fak ta  hukum 
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bahwa : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penggugat    te lah    mengajukan     permohonan     se jak  

tangga l   1   Ju l i   2008 

(sebaga imana  pernya taan  Tergugat  da lam  obyek  sengketa  a  

quo  :  Vide  Bukt i  P- 1=T- 9)  dengan  mengajukan  berkas  

persya ra tan  berupa  Sura t  Pernya taan  Penyerahan  seb idang  

Tanah  di  Ja lan  G Obos  IX  Ujung  dar i  Abdul  Manan  kepada  

Penggugat  te r t angga l  24  November  2007  (v i de  bukt i  T-

1=bukt i  T- 9) ,  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Tanah  Nomor  :  

594/586 /BAP/PEM/MTG/VI I / 2007  tangga l  12  Ju l i  2007  atas  

tanah  di  Ja lan  G  Obos  IX  (v ide  bukt i  T- 2) ,  Sura t  

Pernya taan  Tanah  Tanga l  10  Ju l i  2007  (v ide  bukt i  T- 3) ,  

Sura t  Pernya taan  tangga l  10  Ju l i  2007  (v ide  bukt i  T- 4) ,  

Sura t  Pernya taan  Penyerahan  seb idang  Tanah  di  Ja lan  Yakut  

I  dar i  Saidu l  Abror  kepada  Penggugat  te r t angga l  2  Mei  

2007  (v i de  bukt i  T- 5) ,  Ber i t a  Acara  Pemer iksaan  Tanah  

Nomor  :  594/380 /BAP/PEM/MTG/IV /2007  tangga l  16 Apr i l  2007  

atas  tanah  di  Ja lan  Yos  Sudarso  Masuk  Yakut  I  RT.  05/V I  

ke lu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  Palangka  

Raya  (v i de  bukt i  T- 6) ,  Sura t  Pernya taan  Tanah  Tanga l  16  

Apr i l  2007  (v i de  bukt i  T- 7) ,  Sura t  Pernya taan  tangga l  16  

Apr i l  2007  (v i de  bukt i  T- 8)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Penggugat  te l ah  membayar  Biaya  Transpor t  Proses  Hak  Atas  

Tanah  Dalam Rangka  Pelayanan  Pemer iksaan  Tanah  dan  Bukt i  

Pembayaran  Biaya  Proses  Hak  Atas  Tanah  untuk  tanah  yang  

te r l e t a k  d i  Ja lan  Yakut  I  (v ide  bukt i  P- 2)  ;  - - -

Telah  di l akukan  pengukuran  o leh  Tergugat  atas  tanah  se luas  

200  m2 yang  te r l e t a k  d i  ke lu rahan  Menteng,  Kecamatan  

Jekan  Raya,  Kota  Palangka  Raya  yang  has i l n ya  di tuangkan  

dalam   Peta  Bidang  NIB  :  15.01 .03 .02 .05922  tangga l  29  

Oktober  2009  (  v ide  bukt i  T- 14)  dan  te l ah  di l akukan  

pengukuran  oleh  Tergugat  atas  tanah  se luas  619  m2 yang  

te r l e t a k  di  ke lu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya  Kota  

Palangka  Raya yang  has i l n ya  di tuangkan  dalam  Peta  Bidang  

NIB  :  15.01 .03 .02 .06180  tangga l  ( tanpa  tangga l )  Februar i  

2010  (v i de  bukt i  T- 15)  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Permohonan  Penggugat  dip roses  oleh  Terguga t  baru  sampai  pada  

tahapan  pengukuran  (v i de  bukt i  T- 14  dan  bukt i  T- 15)  dan  

t i dak  di temukan  bukt i  te r t u l i s  maupun  kete rangan  para  

pihak  yang  menyatakan  bahwa  proses  tahapannya  te lah  

di l an j u t k an   sebaga imana  mest inya  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  dar i  fak ta  hukum  te rsebu t  d i  atas  

te rbuk t i  bahwa  Penggugat  te l ah  mengajukan  permohonan,  te l ah  

mengajukan  berkas  yang  dipersya ra t kan ,  te l ah  melakukan  
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pembayaran  biaya  pengukuran  dan  biaya  proses  hak  atas  tanah  

yang  dipersya ra t kan  dan  kemudian  te l ah  d i l akukan  pengukuran  

oleh  Terguga t  yang  has i l nya  di tuangkan  da lam  Peta  Bidang ,  

ser ta  t i dak  di temukan  bukt i  bahwa  te l ah  di l akukan  tahapan  

secara  

lengkap ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa  se lan ju t nya  Maje l i s  Hakim  akan  

menggunakan  kr i t e r i a  tahapan  yang  harus  sudah  d i l a l u i  sebe lum  

te rb i t n ya  ser t i p i k a t  sebaga imana  dipe rsya ra t kan  dalam 

Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  

Tanah  pada  Bab IV  :  Pendaf ta ran  Tanah  Untuk  Per tama  Kal i  pada  

Pasal  13  sampai  dengan  Pasa l  31,  Pera tu ran  Menter i  Negara  

Agrar i a  /  Kepala  Badan  Per tanahan  Nasiona l  Nomor  3 Tahun  1997  

Tentang  Keten tuan  Pelaksanaan  Pera tu ran  Pemer in tah  Nomor  24  

Tahun  1997  Tentang  Pendaf ta ran  Tanah  pada  Bab  I I I  :  

Pendaf ta ran  Tanah  Untuk  Per tama  Kal i  Bagian  Kedua  :  

Pendaf ta ran  Tanah  Secara  Sporad ik  pada  Pasal  73  sampai  dengan  

Pasal  93,   Pera tu ran  Menter i  Negara  Agrar i a  /  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Tata  Cara  

Pember ian  Dan  Pembata lan  Hak  Atas  Tanah  Negara  Dan  Hak 

Pengelo laan  pada  Bagian  Kedua  :  Pember ian  Hak  Mi l i k ,  Pasal  8  

sampai  dengan  Pasa l  16,  dan Pera tu ran  Kepala  Badan Pera tanahan  

Nasiona l  RI  Nomor  1 Tahun  2010  Tentang  Standard  Pelayanan  dan  

Pengatu ran  Per tanahan  pada  Lampi ran  I I I   I . 1  dan Lampi ran  I I I .  

I . 2 .  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  mecermat i  keten tuan - keten tuan  

mengenai  proses  tahapan  yang  panjang  yang  harus  di l a l u i  

sebe lum  te rb i t n ya  ser t i p i k a t  sebaga imana  dia tu r  da lam 

pera tu ran - pera tu ran  di  atas  te rnya ta  proses  tahapannya  te l ah  

di rangkum dengan  t i dak  mengurang i  i s i  keten tuan - keten tuan  pada  

pera tu ran  perundang- undangan  yang  te l ah  disebu tkan  d i  atas  

seh inga  bentuknya  disederhanakan  menjad i  bagan  al i r  yang  mudah 

dipahami ,  ya i t u  te rdapa t  da lam  Pera tu ran  Kepala  Badan  

Per tanahan  Nasiona l  RI  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Standard  

Pelayanan  dan Pengatu ran  Per tanahan  pada  Lampi ran  I I I   I . 1  dan  

Lampi ran  I I I .  I . 2 .  dan  demi  s ingka tnya  Putusan  in i  Maje l i s  

Hakim  akan  menggunakan  kr i t e r i a  tahapan  yang  harus  di l a l u i  

sebe lum  te rb i t n ya  ser t i p i k a t  dengan  menggunakan  kr i t e r i a  

Pera tu ran  Kepala  Badan Pera tanahan  Nasiona l  Nomor  1 Tahun  2010  

te rsebu t  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  bahwa  sete lah  Maje l i s  Hakim  mencermat i  

keten tuan  prosedur  pember ian  hak,  konvers i  hak,  pengakuan  hak  

dan  penegasan  hak  sebaga imana  te rdapa t  da lam Pera tu ran  Kepala  

Badan  Pera tanahan  Nasiona l  RI  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  

Standard  Pelayanan  dan  Pengatu ran  Per tanahan  Pada  Lampi ran  

I I I .  I .  1  dan  I .  2.  Yai tu  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Pada keten tuan  Lampi ran  I I I  I . 1  pada  pokoknya  ber i s i  proses  

tahapan  Konvers i  hak,  Pengakuan  Hak  dan  Penegasan  Hak 

ada lah  sebaga i  ber i ku t  : - - -  

Pener imaan  dan  Pemer iksaan  Dokumen  Permohonan  

Pemohon; - - - - - - - - - - - - -  

Pener imaan  Pembayaran  Biaya  pengukuran  pemer iksaan  tanah  

dan  pendaf ta r an  

hak; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pengukuran  dan  pemer iksaan  

tanah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Pengumuman;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pembukuan  hak  dan  penerb i t an  

ser t i p i k a t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penyerahan  

ser t i p i k a t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pada Keten tuan  dalam Lampi ran  I I I  I . 2 .  pada  pokoknya  ber i s i  

bahwa  proses  pember ian  hak  mi l i k  (penerb i t an  dan  

pendaf t a ran  sura t  keputusan  pember ian  hak  atas  tanah  hak)  

proses  tahapannya  ada lah  sebaga i  

ber i ku t  : - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Pener imaan  dan  pemer iksaan  dokumen 

pemohon; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Pener imaan  pembayaran  biaya  pengukuran  dan  pemer iksaan  

tanah  ; - - - - - - -  

Pengukuran  dan  pemer iksaan  

tanah ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Penerb i t an  Keputusan  pember ian  hak  atas  tanah  oleh  kepa la  

kanto r  

per tanahan ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pembayaran- pembayaran  te rmasuk  uang  pemasukan   kas  negara  

dan  Pendaf ta ran  

Hak; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Pembukuan  hak  dan  penerb i t an  

ser t i p i k a t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Penyerahan  

ser t i p i k a t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  

Menimbang  bahwa apab i l a  fak ta  hukum te rsebu t  d ihubungkan  

dengan  Keten tuan  keharusan  te l ah   d i l aksanakannya   se lu ruh  

tahapan  proses  pada  prosedur  pember ian  hak  dan  pendaf t a r an  

hak,  sebaga imana  d ia tu r  da lam pera tu ran  perundang- undangan  di  
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atas  maka Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa proses  tahapan  masih  

be lum  lengkap   dan   proses   te r sebu t   t i dak  secara  otomat i s  

ber -  ja l an  dengan  send i r i n ya  karena  masih  ada  proses  yang  

ber j a l annya  digan tungkan  kepada  hal - ha l  la i n  yang  belum 

te r j ad i  namun  bers i f a t  menentukan  te rb i t n ya  

ser t i p i k a t ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa  hal - ha l  yang  be lum  te r j ad i  d i l aksanakan  

dalam  pemrosesan  permohonan  Penggugat  namun  bers i f a t  

menentukan  untuk  te rb i t n ya  ser t i p i k a t  anta ra  la i n  adalah  :  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -  

Bahwa be lum ada  Penerb i t an  Keputusan  pember ian  hak  atas  tanah  

oleh  Kepala  Kanto r  Per tanahan  /  Tergugat  (Sete lah  d i t e l i t i  

dan dipe r t imbangkan  o leh  Kepala  Kanto r  Per tanahan) ,  seh ingga  

belum  ada  Pendaf ta ran  Hak  dan  Pembayaran- pembayaran  

kewaj i ban  sebaga imana  dipe rsya ra t kan  dalam  pera tu ran  

perundang- undangan  yang  d i l akukan  oleh  Penggugat ,  dan  belum 

di l akukan  Pembukuan  hak  oleh  Tergugat ,  ha l  in i  apab i l a  

permohonan  Penggugat  dipe r l akukan  sebaga i  Permohonan  

Pember ian  Hak  Mi l i k  Atas  Tanah  dengan  pembukt i an  hak  baru  

sebaga imana  dinya takan  dalam  Pera tu ran  Kepala  Badan 

Per tanahan  Nasiona l  RI  Nomor  1  Tahun  2010  Tentang  Standard  

Pelayanan  dan  Pengatu ran  Per tanahan  Pada  Lampi ran  I I I .  I .  

2 ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Belum di l aksanakannya  tahapan  Pengumuman Data  Fis i k  dan  Data  

yur id i s  dan  pembukuan  hak  atas  2  bidang  tanah  yang  

dimohonkan  Penggugat  (Keten tuan  Pada  Pasal  26  Pera tu ran  

Pemer in tah  Nomor  24 Tahun 1997) ,   ha l  in i  apab i l a  Permohonan  

Pengugat  diper l a kukan  sebaga i  Permohonan  Hak  mi l i k  atas  

tanah  dengan  pembukt i an  hak  lama  (konvers i  hak,  pengakuan  

hak,  dan  penegasan  hak)  sebaga imana  d inya takan  dalam 

Pera tu ran  Kepala  Badan Per tanahan  Nasiona l  RI  Nomor  1 Tahun  

2010  Tentang  Standard  Pelayanan  dan  Pengatu ran  Per tanahan  

Pada  Lampi ran  I I I .  I .  1;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

Menimbang,  bahwa s i fa t  menentukan  te rsebu t  memi l i k i  ar t i  

bahwa  dikabu l kannya  /  te rb i t n ya  ser t i p i k a t  atau  t i dak ,  masih  

digan tungkan  pada  tahapan  te rsebu t .  Terhadap  Permohonan  

pember ian  hak  baru ,  ha l  te rsebu t  berar t i  bahwa  apab i l a  

sete lah   adanya   pengukuran   proses   dan   j i ka   d i l an j u t k an  

pada  penerb i t an  Sura t  Keputusan  Pember ian  Hak,  maka  t i dak  

secara  otomat i s  dapat  te rb i t  ser t i p i k a t  tanpa  adanya  

Pendaf ta ran  hak  berupa  pendaf ta ran  Sura t  Keputusan  Pember ian  

Hak  yang  di l akukan  Penggugat  dan  pelunasan  biaya- biaya  yang  

dipe rsya ra t kan  pera tu ran  perundang- undangan  yang  harus  

di l akukan  oleh  Penggugat .  Sedangkan  Terhadap  Konvers i  hak,  

pengakuan  dan  penegasan  hak  maka  hal  te r sebu t  memi l i k  ar t i  

bahwa meskipun  te l ah  di l akukan  pengukuran  (V ide  bukt i  T- 14 dan  

bukt i  T- 15)  dan  kemudian  j i k a  proses  di l an j u t k an  dengan  
80
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pengumuman maka t i dak  secara  otomat i s  dapat  te rb i t  ser t i p i k a t ,  

ha l  in i  karena  keputusan  menerb i t kan  ser t i p i k a t  masih  

digan tungkan  pada  ha l - ha l  yang  te r j ad i  sete lah  pengumuman.  

Pengumuman te rsebu t   d i l aksanakan  untuk  member ikan  kesempatan  

adanya  kebera tan  te rhadap  permohonan  te rsebu t ,  yang  apab i l a  

sete lah  diumumkan  te rdapa t  kebera tan ,  para  pihak  dapat  

menyelesa i kan  mengenai  kepemi l i k annya  mela lu i  pengad i l an  yang  

putusannya  dapat  d igunakan  sebaga i  ru jukan  untuk  menerb i t k an  

atau  t i dak  menerb i t kan  ser t i p i k a t  atas  nama  Penggugat .  

berdasarkan  hal  te rsebu t  Maje l i s  Hakim    berpendapat   bahwa 

sete lah    mela lu i    proses    pengukuran   dan   adanya  

pernya taan  Tergugat  bahwa  Prosesnya  dapat  d i l an j u t k an  (v i de  

bukt i  P- 4 = bukt i  T- 12)  Maje l i s  Hakim berpendapat  ha l  te rsebu t  

t i dak  menjamin  se lu ruh  tahapan  akan  berakh i r  dengan  te rb i t n ya  

ser t i p i k a t  atas    nama 

Penggugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang,  berdasarkan  per t imbangan  hukum di  atas  maka 

cukup  alasan  hukum  bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  

memer in tahkan  Tergugat  agar  menerb i t kan  Ser t i p i k a t  Hak  Mi l i k  

atas  tanah  yang  se luas  200  m2 te r l e t a k  d i  Ja lan  Yakut  I  dan  

Ser t i p i k a t  Hak Mi l i k  atas  tanah  yang  se luas  619 m2 te r l e t a k  di  

Ja lan  G.  Obos IX  Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  Raya,  Kota  

Palangka  Raya  atas  nama Penggugat ,  sepan jang  masih  te rdapa t  

ha l - ha l  yang  digan tungkan  pada  ada  atau  t i daknya  /  te r j ad i  

Hal   81  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 81



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atau  t i daknya  ha l - ha l  yang  berada  di l ua r  kewenangan  Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Menimbang,  bahwa  dalam  gugatan  pengugat  d imohonkan  

adanya  pembayaran  gant i  kerug ian  yang  se lengkapnya  te l ah  

te ru ra i  pada  bagian  Duduk  Perkara  dalam  Putusan  in i ,  o leh  

karenanya  Maje l i s  Hakim  akan  memper t imbangkan  pet i t um  

Penggugat  berkenaan  dengan  tun tu tan  pembayaran  gant i  kerug ian  

yang  harus  dibayar  oleh  

Tergugat ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa,  Maje l i s  Hakim berpendapat  bahwa besarnya  

gant i  rug i  d i t en tukan  dengan  memperhat i kan  keadaan  yang  

nyata ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa se lama pers i dangan  ber langsung ,  Penggugat  

t i dak  mengajukan  bukt i - bukt i  yang  berka i t an  dengan  tun tu tan  

gant i  kerug ian ,  o leh  karenanya  Maje l i s  Hakim  t i dak  menemukan  

bukt i  yang  menguatkan  dal i l  Penggugat  mengenai  adanya  se jumlah  

kerug ian  yang  dide r i t a  Penggugat  karena  t i ndakan  Tergugat  dan  

juga  t i dak  te rdapa t  bukt i  adanya  hubungan  kausa l i t a s  yang  

menje laskan  bahwa  t i ndakan  Tergugat  yang  melanggar  pera tu ran  

perundang- undangan  dan  ber ten tangan  dengan  asas  asas  umum 

pemer in tahan  yang  ba ik  menjad i  penyebab  t imbu lnya  kerug ian  

mater i i l  dan  imate r i i l  da lam  jumlah  te r t en tu  bagi  Penggugat ,  

seh ingga   Maje l i s  Hakim  berpendapa t  Dal i l  Penggugat  t i dak  

te rbuk t i  
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kebenarannya  dan  harus  d ikesampingkan  dan  cukup  bera lasan  

hukum bag i  Maje l i s  Hakim  untuk  menolak  tun tu tan  dalam pet i t um  

Penggugat  berka i t an  dengan  pembayaran  gant i  kerug ian  o leh  

Tergugat  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menimbang  bahwa  berdasarkan  per t imbangan- per t imbangan  di  

atas  yang  te lah  mempert imbangkan  semua  pet i t um  Penggugat  

dengan  mengabulkan  pada  beberapa  bag ian  dan  menolak  beberapa  

bag ian  yang  la i n  maka dapat  d inya takan  bahwa gugatan  Penggugat  

dikabu l kan  sebag ian ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang  bahwa  dengan  gugatan  Penggugat  dikabu l kan  

sebag ian  o leh  Maje l i s  Hakim,  maka  Tergugat  merupakan  p ihak  

yang  ka lah  dan  berdasarkan  Pasa l  110  Undang- Undang  Nomor  5  

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara ,  kepada  

Tergugat  harus  dihukum  untuk  membayar  biaya  perkara ,  yang  

besarnya  akan  d i t en tukan  di  da lam  amar  putusan  in i ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menimbang,  bahwa dalam musyawarah  untuk  mengambi l  Putusan  

in i ,  Maje l i s  Hakim  te lah  bermusyawarah  secara  bu la t  tanpa  

adanya  suatu  dessent i ng  Opin ion ; - - -  

Menimbang,  bahwa Meje l i s  Hakim  berdasarkan  kewenangannya  

sebaga i - mana  d ia tu r  da lam  Pasa l  107  Undang- undang  Nomor  5 

Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara   menyatakan  

bahwa  te rhadap  dal i l - da l i l  Para  Pihak  dan  bukt i - bukt i  yang  
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t i dak  d ipe r t imbangkan  da lam  putusan  in i ,  d ianggap  t i dak  ada  

re levans inya  dengan  sengketa  a quo  dan o leh  karenanya  harus lah  

dikesampingkan ,  namun  te tap  menjad i  bag ian  yang  t i dak  

te rp i sakan  dengan putusan  in i ;  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menginga t ,  pasa l - pasa l  da lam Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  

1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Undang- Undang  

Nomor   9 Tahun 2004  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor  

5  Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  Negara  Jo.  Undang-

Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  

Undang- Undang  Nomor  5 Tahun  1986  Tentang  Perad i l an  Tata  Usaha  

Negara  ser ta  pera tu ran  perundang- undangan  la i nnya  yang  

berka i t an  dengan  perkara  in i  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

M E N G A D I  L I

DALAM  EKSEPSI;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Ekseps i  Tergugat  t i dak  d i t e r ima ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DALAM  POKOK  PERKARA  ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
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Mengabulkan  Gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menyatakan  Bata l  Sura t  Keputusan  Kepala  Kanto r  Per tanahan  Kota  

Palangka  Raya  Nomor  :  226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 011 ,  tangga l  31  

Maret  2011,  Per iha l  Permohonan  Hak  Mi l i k  atas  nama  Drs .  

AKHMAD TAUFIK  M.Pd  Seluas  200  M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  

Seluas  619  M2 te r l e t a k  di  J l .  G.  Obos IX  Kelu rahan  Menteng,  

Kecamatan  Jekan  

Raya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -  

Memer in tahkan  Tergugat  untuk  mencabut  Sura t  Keputusan  Kepala  

Kanto r  Per tanahan  Kota  Palangka  Raya  Nomor  :  

226/300 .5 .62 .71 / I I I / 2 0 11 ,  tangga l  31  Maret  2011,  Per iha l  

Permohonan  Hak  Mi l i k  atas  nama  Drs .  AKHMAD TAUFIK  M.Pd 

Seluas  200 M2 te r l e t a k  di  J l .  Yakut  I ,  Seluas  619 M2 te r l e t a k  

di  J l .  G.  Obos  IX  Kelu rahan  Menteng,  Kecamatan  Jekan  

Raya; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Menolak  Gugatan  Penggugat  untuk  

se leb ihnya ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Menghukum Tergugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  

72.000 , -           (Tu juh  Puluh  Dua  Ribu  Rupiah) ;  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

Demik ian  dipu tuskan  dalam Rapat  Permusyawara tan  Maje l i s  

Hal   85  dar i   ha l   56  Put .  No.  
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Hakim  Pengad i l an   Tata   Usaha  Negara  Palangka  Raya pada Har i  

Senin  Tangga l  15 Agustus  2011,   o leh   kami   ISHAK LANAP,  S.H. ,  

sebaga i  Hakim  Ketua  Maje l i s ,  HARI  SUNARYO,  S.H.  dan  DARMA 

SETIA  BUDIANSON  PURBA,  S.H.  masing- masing  sebaga i  Hakim 

Anggota ,  Putusan  mana  diucapkan  dalam  s idang  yang  te rbuka  

untuk  umum  pada   Har i   Senin ,   Tangga l   22   Agustus  2011  

oleh   Maje l i s   Hakim  te rsebu t  

dengan  diban tu  oleh  YUSRAN IBERAHIM,  S.H.  sebaga i  Pani te ra  

Penggant i  Pengadi l an  Tata  Usaha  Negara  Palangka  Raya,  dengan  

dihad i r i  o leh  Penggugat  dan  Kuasa  Tergugat .  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      HAKIM- HAKIM  ANGGOTA, 

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI  SUNARYO,  S.H.  

ISHAK LANAP, S.H.

DARMA SETIA BUDIANSON PURBA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRAN IBERAHIM,  S.H.

Per inc i an  biaya  perkara  :

1.   Pendaf ta ran  Gugatan   Rp.   30.000 , -

2.   Metera i  Rp.     6.000 , -

3.   Redaks i  Rp.     5.000 , -

4.   Sura t  pangg i l an  Rp.     31.000 , -  

Rp.   72.000 , -
                  ( Tujuh puluh  dua r ibu  rupiah ) .

Hal   87  dar i   ha l   56  Put .  No.  
04 /G /2011 / PTUN.PLK.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 87


